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KATA PENGANTAR

Dal am pol a penbangunan pertanian
kita, sejak msa PJP |, node

Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau
nama baru di buku i ni Usaha
Pertanian Kontrak (UPK) di acu
sebagai nodel vyang akan nenbawa
petani kecil (satuan keluarga) ke
noder ni sasi pertanian di mana
perusahaan inti (nodern) nenjadi
penari k (I okonotif).

Ji ka ber bi cara hal pertani an
nmodern baik kita mengacu pada
Mosher (1971) yang nmerujuk enpat

konponen f ungsi onal dal am
pertani an nodern. Hal ini berbeda
dari arti ‘‘pertanian’’ di dalam
masyar akat tradisional (desa); di
Si ni ‘““bertani’’ (kegi at an
kel uarga petani) sinonim dengan
‘“pertanian’’ dal am masyar akat .

Dal am pertani an nodern, konponen
pertama adalah ‘‘usaha bertani’’
(farm busi nesses), konponen kedua

adal ah bi sni s “* pendukung
pertani an’’ koner si al , pr oduksi
dan distribusi input, penmasaran,




pengol ahan dan distribusi hasil
pertanian, kredit untuk petani.
Konmponen ketiga adal ah penyedi aan
j asa-j asa penelitian dan
penyul uhan yang tidak konersial,
artinya petani tidak nenbayar
| angsung. Konponen keenpat yang
di beri nanma agri-mlieu
(l'i ngkungan pertani an) nencakup
aspek politik, ekonomi dan
sosi al -budaya. Partisipasi petani
dal am proses politik (sebagai
warga  desa, war ga negar a)
kebi jakan negara dalam hal penguasaan tanah,
har ga- harga dan paj ak, serta dal am penbangunan

pertani an, tergolong dalam aspek politik
““1'i ngkungan pertani an’’ . Aspek ekonom
mencakup transportasi, perdagangan, industri,

dan jasa-jasa. Aspek sosial-budaya merujuk ke
tradisi dan nilai-nilai, struktur sosial dan
pendudukan umum yang kita kenal sebagai faktor
‘““sunber daya manusia'’'. Dalam hal sosial-
budaya ia dapat nerujuk ke masyarakat petani
(desa) maupun ke pihak penerintah (penguasa)
dan pihak pengusaha besar yang bermain di
ti ngkat nasional. Kedua pihak itu kini rmakin
erat terkait dengan pihak-pi hak yang bermitra
di dal am percaturan internasi onal antarnegara,
ant ar pengusaha besar.

Di dalam tulisan lain nmengenai penbangunan
pedesaan di Asia Selatan dan Tenggara, Mbsher
(1975) nenyebut salah satu konplikasi dalam
kebi jakan penmbangunan yang nesti di paham
adal ah  nengarti kan ‘‘penbangunan’’ sebagai
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tujuan (goal), alat (instrunment), atau sebagai
kegi atan ‘‘mengi kuti zaman’’ saja (fashionable
activity). Para pelaku yang nenpunyai peranan
dal am kebi j aksanaan (dan pel aksanaan)
penbangunan, nenurut Msher dapat digol ongkan
dal am ti ga kel onpok. Kel onpok pertana nmenpunyai
keperdulian utama pada apa yang terjadi pada
orang-orang (“ rakyat banyak” ). Kel onpok kedua
terut ama nenper hati kan kepenti ngan perekonom an
nasi onal, prestasi nasional dibanding prestasi
negara lain. Kelonmpok ketiga |ebih banyak

ber kepenti ngan pada nasib sendiri, partisipas

nmer eka adal ah pencari nafkah sanbil nencari
gengsi profesional dan sosial. Keseinbangan
antara kelonpok pertana dan kel onpok kedua,
| ebi h j auh di ur ai kan Mosher, ber si f at

menentukan arti relatif yang di perol eh tahapan-
t ahapan berbeda dal am proses penbangunan. Yaitu
per hati an pada apa- apa yang menent ukan
pertunmbuhan  ekonom, atau perhatian pada
mekani sme untuk nengatasi konflik, atau pada
kesei nbangan antara kenerdekaan pribadi (hak-
hak azasi nmanusia) dan pengendalian sosial

(si si kewaj i ban azasi). Menur ut kel onpok
pertama apa yang terjadi pada orang-orang di

masa kini sanma pentingnya dengan apa Yyang
terjadi pada generasi masa depan, sedangkan
kel onpok  kedua nencakup orang-orang Yyang
bersedi a nengorbankan satu generasi atau satu
gol ongan penduduk (rmungkin gol ongan petan

| ahan senpit atau buruh tani?), terdorong ol eh
pendapat yang |ebih nenmentingkan ‘‘kekuatan
negara’’. Tentu saja di si ni kita dapat
mencat at bahwa nmenurut jiwa Undang- Undang Dasar
45, kel onpok pertama yang benar, tetapi dalam




suatu kajian bai k kita nmenbandi ngkan antara das
Sollen dan das Sein: apa yang senestinya dan
apa yang terjadi dalam praksis vyang ‘‘bisa
terjadi’’.

Bagai mana nenenpat kan penbangunan pertani an
dal am rangka penbangunan pedesaan? Dal am
tulisan 1975 itu Msher nenyajikan suatu
definisi baru sebagai berikut:

Penbangunan pedesaan adal ah (berinti)
per kembangan t eknol ogi , keor gani sasi an,
kegi atan-kegiatan dan nilai-nilai nasyarakat
desa di mana:

1.

Maki n  banyak peluang terbuka bagi senua
orang, penduduk desa yang nencapai kesehatan

bai k, perl uasan cakr awal a ment al
peni ngkatan  pengetahuan dan keteranpil an
serta pel uang ber parti si pasi secara

konstruktif dan nenyenangkan dal am kegi at an
sosi al dal am kehi dupan budaya ner eka,;

.Makin lama nmakin terbuka cara-cara efektif

unt uk nenyel esai kan konflik-konflik dan
keti dakadi |l an dengan cara-cara relatif dama
mengi ngat bahwa perubahan teknol ogi dan
kebudayaan pasti senpat nmeni nbul kan konflik
dan keti dakadi |l an sosi al ;

. Orang dapat nenpertahankan atau mekin |ama

maki n nmendekati kesei nbangan diri atas dasar
pilihan sendiri dan di |ain pihak keperluan
| enbaga hukum dalam pola budaya nereka
menunt ut setiap war ga menbukt i kan
ket aat annya,;

. Makin lama serua |ahan pertanian yang tel ah

digarap dan I|ahan potensial digarap dan
dapat di manfaatkan secara efektif satu sama
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lain dem kepentingan nmasyarakat masa kin
dan masa depan, tanpa kerusakan yang berarti
pada ekosi stem duni a.

Dengan definisi baru itu Msher nenyerahkan
pada kita untuk nmenenukan i ndikator-indikator
yang di perl ukan pada tiap aspek. Ji ka konponen-
konponen penbangunan pertani an, buah pikiran
Mosher sudah |ebih luas dikenal (‘‘Bagai mana

menbangun st ruktur pedesaaan yang | ebi h
progresif’’) baik nerujuk konponen-konponen
penbangunan di luar pertanian, dalam rangka

penbangunan pedesaan itu. Secara singkat ada

ti ga konponen yang dinilai nmenentukan yaitu:

a) j asa-j asa penyul uhan hal per bai kan
kesej aht eraan kel uar ga;

b) pengerti an nengenai masal ah penduduk; dan

c) kegi atan kel onpok untuk nenemui kebut uhan
masyar akat setenpat (desa).

Dua pul uh tahun dari saat penulisan Msher itu,
I ndonesia  sudah dapat menbanggakan diri
mencapat banyak kemajuan dalam hal ‘‘kel uarga
berencana’’: Program KB yang bernuara ke KB
Mandiri. Begitu pula ada pengakuan PBB atas
kegi atan PKK (Kesejahteraan Keluarga), walau
ada yang masi h nenperkirakan bel um cukup jauh
menj angkau | api san bawah di pedesaan. Mengenai
kegi at an masyar akat , upaya nmengat ur
penerintahan desa (UU nonor 5/1979)  baru
berhasil |ebih neyakinkan di pedesaan Jawa,
Bali dan beberapa daerah lain. Begitu pula
hal nya dengan LKMD (hasil Keppres) yang
penanpi | annya |ebi h belum nerata: suatu wadah
yang i deal , penanpung kegi at an swadaya




masyar akat desa, di mnmana sering baru satu
seksinya saja yang manpu tanpil, yaitu seksi
PKK yang dipinpin istri kepala desa. Dalam
aspek penbangunan keorgani sasian di pedesaan
kita tetap perlu nenggali wawasan kita secara
lebih nmendalam yaitu nengenai aspek-aspek

‘“ sosi al - budaya set enpat” maupun aspek
“* kehi dupan politik'’ di pedesaan yang
pel uangnya ber kermbang di t ent ukan ol eh

‘“ payung’’ penbangunan politik secara nasional!
Ber bagai program yang nmasuk (ke) desa ada yang
senpat nendorong tunbuhnya kel onpok, nisalnya
kel onpok tani, kelonpok ibu-ibu akseptor KB
dan sebagai nya. Sanpai nana kel onpok bentukan
atas dorongan program itu nencapai tahapan
kemandi ri an dan keberl anj utan? Artinya nmencapai
Kel onpok Swadaya Masyar akat (KSM ?

Penting juga kita catat bahwa di dalam tulisan
Mosher itu (1975) terdapat uraian singkat
mengenai ‘‘ gol ongan- gol ongan  di pedesaan”

(rural popul ati on cohorts). Yang di maksud
penbagi an masyar akat desa atas gol ongan pet ani
(berl ahan | uas, nmenengah dan senpit) dan
gol ongan | ai n yang nencakup buruh tak bertanah,
pekerja di luar pertanian, penganggur dan
gol ongan ‘‘sepertiga termskin'’. Dari wuraian
itu Mosher jelas nengetahui bahwa nasyarakat
desa (di Asia Selatan dan Tenggara khsusnya)
bukanl ah masyarakat honogen. Di lain pihak,
j el as bahwa baru sebagi an gol ongan petani yang
secara |langsung nmanpu neraih peluang vyang
terbuka jika struktur pedesaan di suatu | okais
dibuat ‘‘lebih progresif’’, dengan prasarana
pel ayanan ‘“ dukungan pertani an’’ yang




menj angkau pet ani unt uk memasuki Si stem
per ekononmi an uang | ebi h | uas.

Model UPK yang diterapkan ol eh bisnis pertani an
nmodern, jika punya kesamaan dengan rangka
‘““struktur pedesaan progresif’’, menghadapi
masal ah  sana: apakah senua petani keci
(tradisional) siap nenjadi peserta sistem UPK?
Kredit vyang disediakan dalam PIR-Bun kel apa
sawit atau karet sekitar Rp6-7 juta (untuk
kebun seluas 2 hektar) dengan masa pel unasan
kredit tujuh tahun untuk kelapa sawit dan 14
tahun untuk karet. Dalam nodel itu petani akan
menper ol eh pendapat an berlipat-1ipat dari
ti ngkat pendapatan sebel umya. Sanpai di nana
keluarga petani vyang berhasil (dalam arti
‘““tingkat pendapatan tergolong kaya'’') dapat
mencapai kemandiri an, keterpaduan (dal am rangka
UPK, |ewat kegi atan kel onpok petani dan satuan
koperasi) nmaupun keberl anj utan? Manpu nenabung,
kecuali wuntuk angsuran kredit yang diterina,
maupun untuk bersiap nel akukan penananan baru?
Untuk nenperoleh kredit baru kenudian petani
perl u menuj ukkan prestasi yang neyaki nkan, baik
secara perorangan naupun secara kel onpok: ha
i ni menj adi perti nmbangan pihak bank yang
menyedi akan kredit itu! Syarat sama berlaku
bagi perusahaan inti! Dalam hal peningkatan
pendapatan petani dalam masa relatif singkat
itu penting nenperhatikan syarat lain dalam
penbangunan pedesaan yaitu upaya penyul uhan
petani dal am nengatur kehi dupan runmahtangga,
upaya ‘‘nencapai efisiensi dalam pola konsunsi
rumaht angga’’ (nenurut istilah Mosher).
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Jika di satu pihak Msher terdorong nenbuat
definis baru ‘‘penbangunan pedesaan’’ yang
antara lain menunjuk pada pentingnya unsur
""partisipasi’’ penduduk (dal am kegi at an
kel onpok, kegi atan masyarakat dusun dan desa)
di lain pihak dia tetap nerujuk pentingnya
menper hi tungkan kebijakan makro (agri-mlieu).
Hal ini nyata dal am sal ah satu rurmusan hi potesa
yang di buat Mosher, nengenai peluang perbai kan
ti ngkat pendapatan masyarakat desa. Runusan
hi potesa itu ‘‘Apa pun peningkatan pendapatan
desa rata-rata yang akan dicapai, dan apa pun
yang di capai dal am nengur angi kesenj angan
ti ngkat pendapatan di pedesaan (kalau itu
terwjud), hal itu l|ebih banyak dicapai oleh
kebi j akan nasional dan program program makro

dari pada ol eh corak penbangunan pedesaan yang
di maksud. "’

Jika hipotesa itu terbukti benar, hal ini
menunj ukkan bahwa kebij akan pertunbuhan ekonomi
yang di kai t kan dengan upaya penerataan (pel uang
usaha/ kerja) dapat berhasil digerakkan program
program  makro (nasional )! Tet api t anpa
‘‘“ pembangunan politik’’ nekani snme penyel esai an
konflik dan ketidakadilan tak cukup tersedia.
Apakah berarti Mdsher waktu itu cenderung
menduga pem npin nasional yang punya kuasa
terbanyak masuk gol ongan kedua? Yaitu nereka

yang kurang nenperhatikan arti ‘‘manusia’’?
Yang jelas pelajaran bagi kita nenjelang tahun
2000, apa vyang masi h kur ang itu nest i

terus Kkita perjuangkan, dal am




musyawar ah dan argunentasi, sanbil nenunjukkan
bukti-bukti nyata dari kehidupan sehari-hari,
di |ingkungan mana pun yang kita dapat jangkau.
Antara lain lewat tulisan, dalam nmakal ah, kata
pengant ar atau urai an buku.

Bogor, 1997
Prof. Dr. Ir.
Saj ogj o
Pust aka
Mosher, A T.
1971 Thinking About Rural Developnent. New
Yor k: ADC

1975 Reflection on Rural Devel opnment in South-
and Sout heast Asia, hal 1-50
Agricultural Planning, hal 74-111
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CATATAN PENMBUKA

Usaha Pertanian Kontrak (UPK)

yang ber asal ri t erj emahan
Cont r act Far m ng nmenang bukan
sebuah istilah yang cukup popul er

untuk nenjel askan soal dinanika
sistem pertanian kont r ak di

| ndonesi a. Kendati pun demi ki an,

sebenarnya UPK sudah berkenbang
cukup lama dan nenjelma dal am
ber macam macam bent uk. Beber apa
bentuk sistem pertanian kontrak
ant ar a pet ani dan unit-unit

penanpung at au pengol ah yang
pal i ng populer di |ndonesia saat

i ni dapat di t emukan dal am
kegi atan Perkebunan Inti Rakyat

(PIR), Tebu Rakyat Intensifikasi

(TRI), Tambak Inti Rakyat (TIR),

at aupun kegi at an agri bisnis
| ai nnya baik dalam skala usaha
besar naupun kecil.

Beberapa istilah lain juga di gunakan untuk nenjel askan
usaha pertanian kontrak ini, antara lain Nucleus
Estate System (NES), Nucl eus Estate Small hol der System
(NESS), CQutgrower system Sistem Inti-Plasma dan | ain-
lain. Namun pada intinya senua istilah itu merujuk
pada satu pengertian yang sana.




UPK  nenarik untuk  dipel ajari
karena nerupakan fenonmena paling
akhir yang tidak dapat dil ewatkan
saat kita bicara soal penbangunan
pertani an. Paling tidak sejak
pertengahan abad keduapul uh i ni
mul ai  di sadari bahwa persoal an

utama yang di hadapi, terutam
ol eh negar a- negar a di duni a
ketiga, adal ah per soal an
kem ski nan.

Hasi | analisis nendal am nmengenai masal ah

kem ski nan nenunj ukkan bahwa kem skinan paling
parah dialam ol eh nmasyarakat yang sehari-hari
menggant ungkan hi dupnya pada sektor pertanian.
Al asan utama yang kerap muncul sebagai hasi
anal i sis pakar-pakar noderni sasi pertani an,
seperti yang di adopsi oleh Bank Duni a,
menganggap bahwa kem skinan masyarakat sektor
pertani an di aki batkan ol eh produktivitas kerja
yang rendah.

Produktivitas kerja yang rendah dipercaya
sebagai akibat dari sebuah cara kerja yang
tradi sional dan masih nengandal kan teknol ogi

seder hana. O eh karena itu, para pakar
menganggap jawaban yang paling tepat adalah
menoder nkan sektor ini. Untuk newjudkan hal
i ni dicaril ah nodel - nodel noder ni sasi
pertani an. Sal ah satu nodel noder ni sasi

pertanian yang kernudian nuncul berdasarkan
pi ki ran-pi kiran di atas vyaitu nodel yang
mengi nt egr asi kan petani ke dal am sektor-sektor
yang dianggap lebih nodern, yaitu sektor




i ndustri. Tulisan ini selanjutnya akan nenbahas
nodel penbangunan pertani an tersebut.

Sekt or i ndustri di anggap tel ah ber hasi
menunj ukkan kepesatan |luar biasa dalam ha
efisiensi dan peningkatan produktivitas. Ha
ini dicapai nelalui penggunaan teknologi dan
penbagi an kerja yang konpl eks serta penggunaan
faktor pendukung |ainnya yang intensif. Jdeh
karena itu, sektor ini dipilih untuk dikaitkan
dengan sekt or pertani an dan di har apkan
danmpaknya akan manmpu nendongkrak pertunbuhan
sektor pertanian.

Pengi nt egr asi an ini dengan sendi ri nya
menpertenukan masyarakat industrialis dengan
masyar akat agraris. Pertenmuan dengan sejuniah
kesepakatan ini yang akan dibahas sebaga
hubungan UPK. Pandangan optinis nelihat bahwa
hubungan dalam UPK adal ah hubungan nutualis
si mbi oti k. Harnoni sasi tercipta karena adanya
kebut uhan yang akan saling nengisi dan pada
akhi rnya akan nmengunt ungkan kedua bel ah pi hak.

Nanmun tak sedikit pula yang nerasa pesims
bahwa UPK justru akan nerugi kan petani.
Kel onpok pesims ini sama sekali tidak nelihat
adanya kesenpat an bagi pet ani unt uk
mengakumnul asi  nodal |ewat hubungan ini. UPK
justru potensial neninbulkan konflik akibat
adanya benturan ketika dua sistem ekonom yang
ber beda dal am corak dan ragam (ekononi pet ani
dan ekonom usaha besar/manufaktur) bertenu
dal am sebuah |ini produksi yang terintegrasi

Mengi ngat di dal am nenbangun rel asi produksi




masi ng-nmasing aktor tidak hanya nenyangkut
aspek ekononi perse, tetapi juga aspek non-
ekonom . Dal am ekonom petani, akan tersangkut
aspek sosial dan noralitas dalam nenbangun
rel asi produksinya. Dem kian juga dal am usaha
besar, akan tersangkut aspek politik dalam
menbangun rel asi produksi nya. Dengan dem ki an,
konflik yang nungkin tinbul akan 1ebih luas
dari sekedar konflik ekononmi, karena akan
mel i bat kan per soal an non- ekonomi yakni
persoal an sosial, noral, dan politik.

UPK juga nenarik wuntuk dipelajari, karena
masal ah- nasal ah yang di bahas di dal ammya sangat
strategi s untuk nenganalisis sejauh mana nodel -
nodel penbangunan  sektor pertanian nmanpu
nmenber dayakan petani. Maraknya replikasi nodel
i ni pada berbagai penbangunan sektor pertani an,
dengan nelibatkan sejum ah Dbesar pet ani ,
mendor ong kebut uhan untuk nenganalisis apakah
UPK benar - benar berpotensi nenberdayakan pet ani
at au justru mer upakan sebuah mekani sme
marj i nal i sasi petani.

Tulisan ini pertama hendak nenperkenal kan UPK
dalam prinsip-prinsip umum serta beberapa
i lustrasi dal am i npl enent asi nya. Kedua,
ber dasarkan beberapa hasil studi yang telah
di | akukan, nencoba untuk nenpelajari faktor-
faktor apa yang sangat berpengaruh terhadap
pener apannya.




BAG AN |

USAHA PERTANI AN KONTRAK:
SEBUAH PENJELASAN

Tak dapat disangkal bahwa Usaha
Pertani an Kontrak (UPK) nerupakan

bagi an dari sebuah gel onbang
besar yang di kenal dengan istilah
sistem ekonom duni a at au
gl obal i sasi ekonom . Dal am

gl obal i sasi ekonom senua sistem
ekonom di dunia ini didorong
untuk diintegrasikan ke dalam
satu sistem besar. Sistem ekonom
petani di sebuah desa terpenci

di I ndonesia, msalnya, dicoba
di j adi kan sebuah bagi an dari
sebuah industri manufaktur besar
di Aneri ka, mel al ui ber baga

macam sal uran bai k sal uran input
maupun ouput produksinya. Aki bat
dari pengintegrasian ini, relasi
produksi petani pun jadi neluas.

Dal am saluran input, misalnya

pet ani dulu hanya berhubungan
barter dengan petani lain yang
menghasi | kan pupuk kandang,
sekar ang ber sent uhan dengan
sebuah sistem pasar yang konpl eks
mel al ui rant ai penmasaran dar

sebuah pabri k penghasil pupuk




Dal am pengi ntegrasian ini nmuncu
ber bagai nodel pelibatan petani
dal am sistem ekonom |ain. Salah
satu bentuk pelibatan petani itu

ada yang di t uangkan dal am
kesepakat an- kesepakat an
tertentu, antara petani dan pi hak IainH
(sebagai akibat dari perluasan relasi petani).
Kesepakat an- kesepakat an i nilah yang j uga

menj adi bagi an dari bahasan dal am UPK. Dengan
dem kian UPK |ahir sebagai respons terhadap
per kembangan situasi perekonom an, baik skala
nasi onal maupun internasi onal

Pendukung UPK menpronosi kan sistem ini sebaga
sebuah 'dynam c partnership' antara petani
kecil dan sebuah usaha besar, yang nenberikan
keuntungan bagi keduanya, tanpa nengorbankan
pi hak lain. UPK juga dipercaya sebagai
i nstrunen bagi transfer teknologi, mnenciptakan
stabilitas politik ekonom |ewat distribusi
pendapat an, dan yang terpenting adal ah
mendukung noderni sasi pertani an.

Nanun tak dapat di sangkal banyak  kasus
menunj ukkan bahwa inpl enentasi UPK kerap gaga
menberi kan hasil yang di naksud di atas, karena
pada saat bersamaan UPK justru nenjadi sebuah
cara yang sistematis untuk nenarjinal kan
petani. Melalui sistem ini, petani dihadapkan
pada satu persai ngan usaha yang tidak sei nbang

> Lihat Freeman dan Karen dal am Gol dsnmith, 1985 hal
1126.




dengan usaha inti yang biasanya berskala
ekonom besar. Hal i ni menbuat pet an

kehi |l angan kemandirian atau nenggiring petani
pada satu kondi si ketergantungan yang permanen.

PRI NSI P- PRI NSI P UPK
UPK Sebagai Hubungan Kerja Dal am Produksi

UPK adal ah salah satu cara dalam hubungan
produksi yang hanya bisa dipraktekkan apabila
paling tidak ada dua pi hak yang nel akukan kerja
sama untuk satu satuan waktu tertentu yang
di atur dalam satu kesepakatan tertulis maupun
lisan. Dal am hubungan ini, masing-masing pihak
menggunakan sunber daya yang nereka kuasai.
Pi hak pertama dal am hubungan tersebut bisa
berupa unit pengolah atau unit pemasaran. Unit
pengol ah atau pemasar ini berdasarkan status
kepem | i kannya bi sa mer upakan per usahaan
negara, perusahaan swasta, atau perusahaan
patungan antara negara dan swasta atau swasta
dan swasta, baik asing maupun donestik. Unit
i ni kerudi an akan bertindak sebagai perusahaan
inti. Sedangkan pihak kedua adalah para
petani, yang bertindak sebagai satelit. Sunber
daya yang di kuasai pi hak perusahaan inti adal ah
nmodal , kadang- kadang juga nana/ nerk dan jamn nan
pasar, sedangkan sunber daya yang dikuasai
petani unumya adal ah | ahan dan tenaga kerja.
Dal am beberapa kasus petani bahkan hanya
menguasai tenaga kerj a.




Skema 1: Prinsip Dasar Hubungan UPK

PETAN out put PERUSAHAAN
produks‘ | NTI
? Lahan
2 Tenaga “ —? Mbdal »| Pasar
Kerj a SUPErVE 15 Nama/ ner k

Agak berbeda dengan hubungan jual beli biasa
dal am UPK beberapa hal baik yang berkaitan
dengan pr oduksi maupun penasar an sudah
ditentukan di depan. Penentuan dalam aspek
produksi nenyangkut jenis konoditas, kuantitas
dan kualitas konoditas, teknologi produksi

serta penggunaan input produksi. Senentara
penmasar annya nmenyangkut harga dan jami nan pi hak
inti dalam penbelian output produksi yang

di hasil kan petani. Selain jamnan dibelinya
produk yang dihasilkan, pihak inti unmummya
menyedi akan fasilitas supervisi, kredit, input

produksi, pemni njaman atau penyewaan nesin, dan
bant uan/ nasehat teknis | ai nnya.

Pi hak inti biasanya juga nmemliki dan mengel ol a
kebun sendiri yang disebut kebun inti. Khusus
dal am PI R, perbandi ngan resm antara |uas kebun
yang di kuasai oleh pihak inti dan luas kebun
pl asma adal ah 20% 80% nanun dal am t ahun-t ahun
terakhir ini ada beberapa PIR yang nenpunyai
per bandi ngan kebun 40% 60% Kebun inti dikelola

ol eh per usahaan inti dengan nmenggunakan
manaj enmen per kebunan konersial. Kebun inti juga
di mmksudkan sebagai |ahan percontohan untuk

kebut uhan produksi. Namun demi ki an, banyak juga




yang menmandang fungsi [ahan inti sebaga
cadangan strategis jika terjadi degr adasi
produksi yang serius dari kebun plasna.

UPK Sebagai Mekani snme Pengal i han Ri si ko

Apabila ditelaah lebih jauh, secara prinsip,
UPK ti dak I ain mer upakan nmekani sme
pendi st ri busi an risiko. | deal nya, suat u
hubungan kem traan dil akukan untuk nengurangi

risiko yang dihadapi oleh kedua bel ah pihak.
Kontrak akan nengurangi risiko yang dihadap

oleh pihak inti jika harus nengandal kan
pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar
terbuka. Perusahaan inti juga akan nenperoleh
keuntungan lain karena nereka tidak harus
menanankan investasi atas tanah dan nengel ol a
pertani an yang sangat luas. Bagi pihak petani

sendiri UPK akan nengatasi persoal an-persoal an
yang unmum ner eka hadapi dal am proses pengal i han
risiko. dover (1990: 9) nengurai kan masal ah-
masal ah yang di hadapi pet ani secara unmum
sebagai beri kut:

MASALAH PETANI KECIL

Pertama, mereka menghadapi kompetisi dengan produsen lain yang telah
mengadopsi teknologi baru, yang sulit mereka adopsi karena besarnya
risiko yang harus ditanggung.

Kedua, lemahnya kondisi pasokan input. Karena kurangnya inisiatif dari
sektor swasta, pemerintah seringkali harus mengambil alih pasokan
pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya yang seringkali bermasalah
dalam hal kuantitas dan kontinuitas.

Ketiga, penyuluhan pertanian seringkali lemah baik yang disediakan oleh
pihak swasta maupun oleh pemerintah. Bagi pihak swasta sangat
sedikitnya keuntungan yang bisa diambil dari aktivitas penyuluhan,
menjadikan kegiatan ini kurang menarik baginya. Sementara itu
kelemahan dari penyuluhan pemerintah adalah kecilnya insentif yang
diterima penyuluh dan kelemahan sumber daya manusia.

Keempat, sulitnya akses kepada kredit. Kredit untuk umum biasanya

AimiidlhAaidl Adam lrAavAarma ks lhAaviea AitAadralh MamaAlalh latia vrAarma rmariimmar]l AaddAlAalL



Masal ah- masal ah  pet ani t er sebut di at as,
di harapkan dapat diatasi nelalui UPK  Nanun
dem ki an, UPK juga nengundang risi ko baru bagi
petani, di antaranya ciri pasar nobnopsoni yang
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di t erapkan dal am hubungan UPK akan neni nbul kan
ket ergantungan baru petani kepada perusahaan
inti. Situasi ini akan bertanbah buruk bila
pet ani ti dak mem | i Ki kesenpat an
mendi ver si fi kasi kan usahanya, msalnya untuk
menperol eh  pendapatan dari kegi atan  non-
pertanian atau nenproduksi beberapa jenis
tanaman pada saat bersanman. Apal agi jika pada
saat yang bersamaan terjadi juga nonopoli dal am
pasar i nput . Fakt or yang menent ukan
di versifikasi produksi adal ah |uas tanah serta
ket ersedi aan tenaga kerja. Senakin luas tanah
dan senakin banyak tenaga kerja yang di kuasai

semaki n besar pula peluang untuk nengenbangkan
di versi fi kasi usaha. Diversifikasi usaha dengan
sendi ri nya akan nengurangi hanbatan bagi pet ani
untuk keluar dari hubungan UPK bila petani
ti dak nmenghendaki nya, sekal i gus  nengur angi
ri si ko ketergantungan kepada perusahaan inti.

Dari sisi perusahaan, umumya tidak banyak
hal angan dal am nel akukan diversifikasi penmasok
unt uk mengurangi risi ko ketergantungan terhadap
pet ani . Kadang- kadang perusahaan inti memliKki
| ahan sendiri dan nenpekerjakan buruh untuk
menpr oduksi konobditas yang sama dengan yang
di tanam petani sehingga produk petani hanya

mer upakan pel engkap dari pr oduk yang
di hasi |l kannya sendiri. Perusahaan inti juga
ker ap mengkonbi nasi kan beber apa nmet ode
pemasokan sekaligus, termasuk nenbeli bahan

baku dari pasar bebas.

11



Tabel

1

Pengal i han Ri si ko nel al ui UPK dan
Strategi untuk Mengurangi Risiko
Ket er gant ungan

Rl SI KO YANG DI ALI HKAN
PETANI KE PERUSAHAAN | NTI

Rl SI KO YANG DI ALl HKAN
PERUSAHAAN | NTI  KE
PETAN

? Risiko kegagal an
per masar an produk hasi
pertani an

? Risiko fluktuasi harga
pr oduk

? Risiko kesulitan
menper ol eh i nput/ sunber
daya produksi yang
penting

? Risiko kegagal an
pr oduksi

? Risiko kegagal an
menenuhi kapasitas
pr oduksi

? Risiko investasi atas
t anah

? Risi ko aki bat
pengel ol aan | ahan
usaha | uas

? Risiko konflik
per bur uhan

STRATEG MENGURANG RI SI KO
KETERGANTUNGAN PETANI
TERHADAP PERUSAHAAN | NTI

STRATEG MENGURANG
Rl SI KO PERUSAHAAN | NTI
TERHADAP PETANI

? Diversifikasi usaha

? Diversifikasi pasar

? Memliki |ahan
sendiri

? Diversifikasi sunber
bahan baku
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? Negosi asi kol ekti f ? Mani pul asi penyal uran
kredit dan
penanmpungan produk

TI POLOE  UPK

Varian UPK cukup banyak dan beragam Beberapa

penganat mencoba menggol ongkannya dal am
beber apa kat egori . Beri kut i ni

penggol ongan/ ti pol ogi UPK ber dasar kan
intensitas keterlibatan perusahaan (inti) dan
pet ani , proses pr oduksi , jenis kont r ak

karakteristik dan skala usaha inti, serta ada
ti daknya perjanjian tertulis. Beber apa

penggol ongan yang berbeda ini nmenunj ukkan
adanya fokus perhatian yang berbeda-beda pul a
dal am UPK. Fokus perhatian ini nenbantu mneli hat
secara khusus situasi yang dihadapi petani
dal am berbagai kondi si

(a) Tipologi Berdasarkan Keterlibatan Inti
Dal am Proses Produks

Tipologi ini berawal dari pikiran Goldsmth
(1985) vyang nelihat seberapa jauh peran dan

i ntervensi pi hak perusahaan/inti t er hadap
aktivitas petani dalam berbagai hubungan yang
menpert enukan  keduanya. Ti pol ogi i ni j uga

menbantu nenenpatkan posisi UPK di antara
ber bagai bentuk hubungan antara perusahaan dan
pet ani .

Tabel 2
Ti pol ogi Si stem Cor por at e-Smal | Far ner
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Proses Keterli bat an Perusahaan - Petan
Pr oduksi Keci |
Lemah Kuat
Kur ang Tr adi si onal : Penmbel i an Besar:
Terintegrasi |Pedagang kecil Per usahaan nenbel
menj ual
dan di pasar terbuka
mendi stri busi kan
konodi t as
Lebi h Per kebunan : UPK :
Terintegrasi |Perusahaan Per usahaan
meni | i ki bahan menggunakan
baku sendiri dan [|kontrak dengan
menggu nakan pet ani keci
bur uh upahan

Sunber : Goldsmith (1985:1126)

Pada sel kiri atas Tabel 2, tanpak keterlibatan
perusahaan dal am aktivitas petani sangat kecil,
karena petani nenjual barangnya di pasar, baik
secara | angsung maupun nel al ui pedagang kecil,
dalam jumah sedikit sehingga persentuhan
antara petani dan perusahaan juga sangat kecil.

Pada sel kanan atas, keterlibatan perusahaan
terhadap petani terutama dalam hal pasar dan
harga sangat besar, karena penbelian dalam
jum ah besar tentu sangat berpengaruh terhadap
keunt ungan dan kerugi an perusahaan. O eh karena
itu, pihak perusahaan akan nencoba nelibatkan
diri sejauh mungkin untuk nenpengaruhi harga

Nanmun karena nereka bertenmu di pasar terbuka
maka keterlibatan pi hak perusahaan dal am proses
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produksi yang dil akukan petani hanya sedikit
at au bahkan tidak ada sama sekali.

Pada sel kiri bawah keterlibatan perusahaan
dal am proses produksi sangat kuat karena dal am
per kebunan bi asanya senua al at pr oduksi

di m|iKki ol eh  perusahaan, sehingga hanpir

seluruh proses  produksi di putuskan pi hak
perusahaan. Petani dapat dikatakan tidak ikut

menut uskan apapun, nengi ngat posisi nmereka
hanya sebagai buruh saj a.

UPK, Dberdasarkan penggolongan tipe a ini
berada pada sel kanan bawah. Dal am hubungan i ni

ket erli batan pi hak per usahaan t er hadap
aktivitas petani sangat kuat, baik dal am aspek
pr oduksi maupun dari aspek non- pr oduksi

m sal nya penentuan harga, jenis, kuantitas dan
kualitas konoditas. Kontrak merupakan catatan
ket erli batan perusahaan dal am aktivitas petani.

Ber dasar kan Tabel 2 di at as, keterli batan
perusahaan dal am si stem UPK nemang sangat | auh

di dal am kesel ur uhan aktivitas pet ani
di bandi ngkan dengan ketiga hubungan | ainnya.
Keterli bat an per usahaan di dal am proses
pr oduksi j el as sangat besar, hal i ni

di tunj ukkan dengan nenenpat kan proses produksi
petani nenjadi bagian dari proses produksi
pi hak perusahaan. D sini, pihak perusahaan
sangat berkepentingan untuk nengatur produksi
petani karena hasil kerja petani nenjadi sangat
ber pengar uh t er hadap proses pengol ahan
sel anj ut nya yang di | akukan ol eh pi hak
per usahaan.
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(b) Tipol ogi Berdasarkan Jenis Kontrak

Ti pol ogi ber dasar kan jenis kont r ak i ni
mer upakan runusan dari John WIson (1986) yang
mel i hat bahwa jenis kont r ak ber pengar uh
terhadap hak dan kewajiban petani. WIson
mel i hat bahwa setiap jenis kontrak yang di sebut
di bawah, nengi kat dan nengatur petani secara
ber beda- beda.

(1) Kontrak penasaran, dal am kontrak i ni
perusahaan inti hanya nenentukan jenis dan
j unl ah pr oduksi pertani an yang har us
di serahkan. Biasanya dalam kontrak tipe ini,
pihak inti tidak nenperkenalkan cara atau
teknik tertentu dal am proses produksi. D lain
pi hak, inti pun tidak harus nenberikan sarana
penunj ang produksi bagi petani. Kontrak in
| ebi h nmerupakan perjanjian untuk nenbeli hasi
produksi petani kelak. Dalam kontrak seperti
ini petani |ebih bebas bekerja sesuai dengan
kei ngi nannya. Namun hal ini tidak berarti tidak
ada kontrol . Der aj at kontr ol bervari as
t er gant ung pada jenis konodi t as yang
di usahakan.

(2) Kontrak produksi, dalam kontrak ini pihak
inti terlibat |ebih jauh dal am proses produksi

Selain nenentukan jenis dan jum ah konoditas
yang har us di beri kan, pi hak inti juga
menent ukan jenis varietas dan netode produksi

Untuk itu inti (penberi kontrak) biasanya
menberi kan bantuan teknis dan nenyedi akan
sarana produksi. Kontrak seperti ini akan
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menpengar uhi  berbagai aspek pertanian yang
"menguntungkan' pihak inti di antaranya inti
dapat nmengontrol keputusan untuk pemnakai an
sarana produksi, operasional, dan penasaran.
Dal am kontrak nodel ini, posisi petani tanpak
kurang bebas nenggunakan sunmber daya - sunber
daya yang di perl ukannya.

(3) Integrasi vertikal, semua proses produksi
berada dalam kendali perusahaan inti. Mereka
menguasai  seluruh alat produksi dan hasi
produksi, kecuali tenaga kerja. Dalam kontrak
i ni posi si pet ani setara dengan pekerja
pengawas sewaan atau bahkan hanya sebaga
pekerja borongan.

(c) Tipologi Berdasarkan Karakteristik dan
Skal a Usaha Inti

Berdasarkan ti pol ogi i ni dapat di bedakan
beberapa nodel UPK yang berintikan perusahaan
mlik negara dalam bentuk Badan Usaha MIlik

Negara/ BUMN, Swasta besar dan kecil, baik
nasi onal , asi ng, maupun pat ungan, serta
koper asi . Wiite (1992) yang mencoba
menggol ongkan UPK berdasar kan karakteristik dan
skala usaha inti ini, percaya bahwa ada
perbedaan sifat dan inplikasi dari UPK aki bat
dari jenis intinya seperti dijelaskan sebaga
beri kut .

Karakteristik UPK vyang berintikan Swasta
mer upakan sal ah satu bentuk penetrasi kapital
pada sektor pertani an, yang bukan tidak mungkin
menpunyai notifnya sendiri. Kepentingan nodal
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yai tu keuntungan ekonom s dan akurul asi nodal
umumya akan | ebi h di t ekankan dari pada
kepenti ngan pet ani . Dengan kat a | ain,
kepenti ngan nodal dan kepentingan petani bel um
tentu merupakan kepenti ngan bersanma

Karakteristik UPK dengan inti per usahaan
negara, tanpaknya nenpunyai tujuan dan misi
sosial selain nencari keuntungan. Salah satu
tujuan sosial itu tercantum dalam Tri Dharna
Per kebunan no. 2, di ant ar anya ber upa
penel i haraan/ penanbahan | apangan kerja bagi
warga negara | ndonesia. Kepentingan lain yang
mungkin nelekat di sini adalah kepentingan
politis tertentu dari penerintah, seperti untuk
pertahanan w | ayah, penyebaran penduduk, dan
sebagai nya. Dalam hubungan ini karena pihak
inti memliki banyak maksud (nultipurposes)
seringkali tujuan yang sebenarnya nenjadi kabur
atau tidak jelas.

Dal am UPK dengan pihak inti koperasi, secara
teoritis, inti dimliki bersama  sehi ngga
penbagi an nil ai tanbah tidaklah nmenjadi nasal ah
utama karena keuntungan yang diperoleh inti
pada dasarnya dimliKki bersama dan akan
di kenmbal i kan kepada anggota, baik |angsung
maupun tidak |angsung. Nanmun teori kadang tidak
sesuai dengan prakteknya. Dal am beberapa kasus,
koperasi tidak nmenjadi wadah yang nmengakonodasi

kepenti ngan anggot a, nanmun | ebi h banyak
"di kuasai' oleh kelonpok kecil dan penguasa
politik | okal. Aki bat nya, mereka nenjad

‘‘ pemangsa’’ bagi anggotanya, terutanma dalam

hal mani pul asi harga dan keunt ungan.
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(d) Tipol ogi Berdasarkan Ada Ti daknya
Perjanjian Tertulis

Ber dasarkan ada tidaknya pernjanjian tertulis,
UPK dapat di bedakan nenjadi UPK dengan kontrak
tertulis dan UPK tanpa kontrak tertulis.
Kont r ak tertulis umurmya  di | akukan ol eh
perusahaan- perusahaan besar dan penerintah.
Akan tetapi, karena pihak inti yang nengatur
dan merancang bentuk kontrak beserta seluruh
per angkat nya maka seringkali kontrak di dom nasi
ol eh kepentingan pihak inti. Pada kontrak tidak
tertulis, kesepakat an bi asanya terjad

ber dasar kan kepercayaan saja, sehingga beberapa
kesulitan seringkali muncul dal am nenyel esai kan
masal ah bila sal ah satu pi hak el anggar janji.

PERDEBATAN TEORI TI'S : MENCARI KERANGKA BERPI KI R

Di skursus nengenai UPK kerap di hubungkan dengan
konsep penbangunan pertani an yang nenyertakan
pet ani sebagai "aktor'. Nanun dem ki an

perdebatan tentang posisi petani sebagai aktor
di dalam UPK ini tanpaknya mmsih terus
berl angsung. Posisi petani dianggap penting
karena sangat ber pengar uh, terutama dal am
peni ngkat an pendapatan petani. Pada gilirannya
juga berdanpak pada keberl angsungan Kkerjasama
produksi itu sendiri.

Dal am perdebatan nmengenai UPK sebagai sal ah
satu i nstrunen penbangunan di sektor pertanian,
sedi ki tnya terdapat dua kel onpok yaitu kel onmpok
yang nendukung dan kel onpok yang nmengkritik
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bent uk hubungan ini. Pengel onpokkan seperti itu
bukan untuk nenyederhanakan perdebatan yang

terjadi, namun hanya nencoba untuk nelihat
bangunan- bangunan ar gunent asi nmasi ng- masi ng
kel onpok.

Basi s argunentasi kel onpok pendukung UPK | ebih
di ut amakan pada keuntungan yang bi sa di perol eh
petani dan kondisi makro, yang nenyangkut

ekonomi nasi onal dan penbangunan sekt or
pertani an mel al ui noder ni sasi pertani an.
Senmentara basis argunent asi kel onpok yang

mengkritik UPK |ebih banyak ditujukan pada
biaya (politik nmaupun ekononmi) yang harus
di bayar terutama nmenyangkut kondisi mikro yaitu

posi si dan ket ergantungan kronis yang
potensial dialam petani. Kedua argunentasi
tersebut akan dielaborasi Ilebih lanjut dalam

urai an beri kut.

Pendukung UPK : Dynamic Partnership

Dal am pandangan kel onpok pendukung UPK yang
di waki | i ol eh kel onpok Hardvard Bussiness
School, UPK nenberikan peluang besar untuk
per bai kan tingkat kesejahteraan petani nel al ui
beberapa keuntungan yang nungki n di perol eh dari
kerjasama yang terjalin. Pada intinya pandangan
mer eka dititi kberatkan pada si si
keupt ungan/ benefit yang bisa diraih nelal ui
UPKE baik di tingkat mikro yaitu di tingkat

® Lihat Goldsmith dalam Wrld Devel opnent. 1985 hal
1125.
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pel aku wusaha maupun di tingkat nakro yaitu
kontri busi nya pada penbangunan desa dan ekonomi
nasi onal secara unmum

Seperti telah disinggung bahwa dal am UPK proses
produksi yang dil akukan petani diintegrasikan
dengan proses produksi dari usaha |lain (unummya

mem | i Ki skala usaha |ebih besar). Bagi
pendukung UPK, i nt er nal benefi t dari
pengi nt egrasi an yang di pandang sebagai hubungan
pr oduksi i deal i ni menyangkut noder ni sasi

mel al ui penerusan ide-ide (transfer teknol ogi)
dari sekel onpok orang kepada kel ompok | ai nnya.
Moder ni sasi  di pandang sebagai cara tercepat
unt uk neni ngkat kan produktivitas pertani an dan
beruj ung pada peni ngkat an pendapatan di tingkat
petani yang pada gilirannya nmanpu nenbebaskan
petani dari kem ski nan.

UPK  nenj adi ber kenmbang
| uas kar ena dal am
kenyat aannya, pihak yang
tertari k dengan hubungan Pendukung UPK:

| ni tidak — hanya |  gjstem pertanian
per usahaan inti dan )

n’enar? k - per hati an sebagal Instrumen
pemerintah — di  banyak | yangfer teknologi
negara dan |enbaga dana ) 7

i nt er nasi onal . Bi asanya |Menciptakan stabilitas
pemerintah politik ekonomi lewat

mengi denti fi kasi hubungan | q: s :
UPK sebagai el emen dal am distribusi pendapatan,

perencanaan  penbangunan dan mendukung
pertanian di negaranya. modernisasi

pertanian.




UPK di per caya akan

menber i kan danmpak
noder ni sasi dal am
pertanian skala kecil.
Lenbaga keuangan
i nt er nasi onal pun

mendukung hubungan UPK,
karena dianggap sebaga

satu ker angka
i nstitusional yang
pot ensi al unt uk

pert unbuhan pedesaan.

Skema pertani an kontrak dengan deni ki an nenj adi
semakin nenarik, karena tidak saja nmenarik
sunber dana dan keahlian dari luar, tetapi juga
merupakan al at untuk nengaitkan petani dengan
ekonom nasi onal maupun internasional. UPK juga
mer upakan al at unt uk menanbah sumber
pendapat an nasional nel al ui ekspor.

UPK dan Moder ni sasi Sektor Pertani an

Seperti telah banyak disinggung di nuka, bagi
para pendukungnya, UPK nerupakan turunan dari
konsep noderni sasi pertani an. Beberapa hal yang
menbukt i kan bahwa UPK memang mer upakan

penj abaran dari noder ni sasi pertanian di
tingkat inplenmentasi, dapat ditelusuri dari
prinsip-prinsip noder ni sasi itu sendiri.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam konsep
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noder ni sasi
bawah i ni

i antaranya seperti tersebut di

Pertama, dikotom kel onpok nasyarakat, dalam
pandangan ini masyarakat dibagi dalam dua
kel onpok yang dikotom s. Kel onpok pertanma
di kenal sebagai masyar akat r ef er ensi d
kel onpok | ai nnya sebagai masyarakat pengikut?®
Masyar akat referensi biasanya memliki atribut-
atribut nodernitas yang akan nenjadi bahan
acuan bagi proses nodernisasi yang berl angsung
pada masyar akat pengi kut.

Prinsip pertama di atas, dapat dilihat dengan
jelas dalam hubungan UPK, dimana terdapat
asunsi - asunsi dasar bahwa petani mewaki | i

kel onpok masyarakat pengi kut, karena beberapa
ciri yang dimlikinya seperti sifat
ket er gant ungannya pada al am t eknol ogi

tradi sional, dan berbasis di rumah tangga.

Sehi ngga pengenbangan sektor pertanian, dalam
hal ini sunber daya manusianya, hanya bi sa
di | akukan dengan nelibatkan pihak lain yang
telah lebih '"maju’ vyaitu masyarakat industri

(manmpu  berproduksi secara lebih efisien dan
tel ah nencapai tingkat produksi nasal) sebaga

masyar akat referensi. Petani kenudi an di kaitkan
dengan masyar akat referensi nelalui UPK

“ Beling & Totten, 1990; JW Schrool, 1991 dan AT.
Mosher, 1966 dan 1974.

Beber apa pakar nmenggunakan istilah lain unt uk
masyar akat referensi yaitu masyarakat pelopor, ngju,
ut anma, pusat dlI. Begitu juga untuk masyarakat
pengi kut ada yang nenggunakan istilah pinggiran
(periferi), tradisional, kedua dll.
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Kedua, penerusan ide-ide dalam kecepatan dan
i ntensitas yang makin tinggi dari satu kel onpok
masyar akat ke kel ompok nasyarakat |ainnya. |de
urmurmya ber kai t an dengan t eknol ogi dan
i nt roduksi sistem ber produksi bar u, yang
umumrmya  di kuasai ol eh nasyarakat referensi

| de-i de i ni kenudi an di t eruskan kepada
masyar akat pengi kut . Penerusan ide, dal am
hubungan UPK dapat diamati dari penggunaan
i nput produksi baru baik nenyangkut bi bi t
tumbuhan yang baru naupun sarana produksi
| ai nnya. Selain itu, dapat dilihat juga dari
penggunaan nekani sasi yang relatif | ebi h
kompl eks dan kemudi an neni nbul kan penbagi an
kerja yang | ebi h konpl eks pul a.

Ketiga, perubahan sosi al terjadi aki bat
adanya lintas ide yang nenyebabkan perubahan-
per ubahan pada t at anan sosi al ekonom

masyar akat pengi kut . Dalam UPK perubahan
terjadi tatkala teknol ogi dan sistem manaj enen
produksi baru diintroduksi kan, dengan segera
menbuat petani yang terlibat harus nmel akukan
ber bagai perubahan-perubahan sebagai tindakan
nyata dalam hal keterlibatannya dalam UPK
Perubahan paling dirasakan adalah perubahan
yang menyangkut relasi produksi. Seperti di
tulis di nuka, relasi produksi petani dibangun
tidak atas kepentingan ekonom senmata, namun
juga menyangkut kepenti ngan untuk nenjaga
harmoni sasi relasi sosial dan aspek noral.
Perubahan relasi produksi yang terjadi akibat
adanya introduksi cara berproduksi baru dengan
penbagi an kerja yang berbeda dengan sebel umya,
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tak bisa dihindarkan akan juga berdanpak pada
relasi sosial dan noral petani, baik nengarah
pada kondi si yang | ebih bai k at aupun
sebal i knya.

Pengkritik UPK : Ketergantungan Pet ani

Kel onpok yang mengkritik hubungan UPK
meni ti kberat kan argunentasi nereka pada biaya-
bi aya sosial -politik ataupun ekonom yang harus
di bayar oleh petani ketika terlibat di dalam
UPK. Mereka juga nengatakan bahwa terdapat hal
prinsip yang di abai kan ol eh pendukung nodel i ni
yaitu adanya posisi yang asinmetris (WIson,
1986) di antara pihak-pi hak yang terlibat, yang
justru nengaki batkan hubungan UPK tak bany
ber manf aat bahkan cenderung nerugi kan petani®
Hubungan asinetris terjadi ketika penguasaan
beri kut kontrol terhadap alat produksi tidak
dimliki sama banyak ol eh kedua bel ah pi hak.

UPK yang pada prinsipnya

adal ah penyer ahan Pengkritik UPK:
sebagi an at au sel uruh melalui sistem ini
proses pr oduksi dari i dihadapk
pi hak pe- nanpung/ pengol ah | P€tant dinadapxan
kepada petani, justru pada satu

persaingan yang
® Seperti juga vyang terbukti tidak Seimbang,

(1990) untuk tanaman tebu, Bac
kasus intensifikasi pertanian yang karenanya

Gunawan (1995) untuk tanaman k¢ membuat petani
kehilangan

kemandirian dan
tergiring pada satu
kondisi
ketergantungan




memar j i nal kan pet ani

Wal aupun petani nmemliKki
t anah dan menger j akan
hanpi r kesel uruh-an
proses  produksi, nanmun
kontrol terhadap seluruh
proses produksi di atas
tanahnya tetap berada di
pi hak penanmpung. Dengan

dem ki an, pe-t ani
kehi | angan kont r ol
sekal i gus kekuasaan

terhadap tanah dan senua
proses produksi. Padahal

seiring dengan penyerahan
proses produksi ini senua
risiko yang terjadi dal am

proses produksi, seperti
risiko aki bat konflik
per -t anahan, konfl ik

per buruhan, ter-

masuk kegagal an produksi akan dial i hkan kepada
petani . Dengan dem kian jelas bahwa hubungan
i ni mengi ndi kasi kan adanya keti dak-set araan
dal am penguasaan dan kontrol terhadap alat
pr oduksi .

Wal aupun masi ng- nasi ng pi hak, nelalui hubungan
UPK, ber maksud menper besar ni | ai t ambah
kegi atan produksi, nanun keti dak- sei mbangan
penguasaan al at produksi di antara kedua pihak
pot ensial nmermuncul kan adanya pengekstraksian
surplus ol eh pihak yang nenguasai kontrol dan
al at pr oduksi untuk  di akumul asi sendiri.
Senentara nilai lebih yang ‘tersisa' Dbagi
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petani hanya cukup untuk nenenuhi kebutuhan
subsi sten petani semata, sehingga tak tersedia
| agi peluang bagi petani untuk nengenbangkan
diri nelalui kegiatan akumul asi nodal

Dengan demi kian jelas kiranya nengapa W]I son
(1986; 46) dan d over & Kusterer (1990)
menyat akan bahwa UPK adal ah hubungan vyang
ber kenbang dalam cara kapitalis. Inti dari
hubungan produksi kapitalis ini adal ah dom nasi
(Hei | broner 23;1991). Hubungan UPK  yang
ber kembang dal am cara-cara kapitalis ini, telah
nmenj adi  wahana nerebaknya hubungan produksi
yang nengeksploitasi petani (Mibyarto, dalam
Bernas 22 April 1996).

Adapun pendapat |ain yang juga berangkat dari
ket i dakpuasan t er hadap hasi | - hasi | yang
di perol eh petani dalam UPK nenyatakan bahwa
konsep tukar-nmenukar dal am hubungan  UPK
nmengi ndi kasi kan terdapat nya kel onpok yang
satu lebih kuat dari yang | ai nnya. Kontrol
yang terkonsentrasi di satu pihak saja, telah
menj urus pada hubungan ekononi yang sangat
tidak mengunt ungkan bagi pihak yang |lebih
| emah. Proses hubungan ekononi seperti ini,
menurut Sritua Arif- nmengandung Kketidakadil an
dal am hal
1. Penentuan harga secara sepihak oleh pihak
yang  kuat dal am hal penbelian  out put
produksi kel onpok | emah.

7 Dal am ‘‘ Di al ekti k Hubungan Ekonom Bapak Angkat - Anak
Angkat’’ (tanpa tahun).
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2.

Penent uan harga secara sepi hak ol eh kel onmpok
kuat dal am hal penj ual an  barang- bar ang
(i nput produksi) yang diperlukan kel onpok
| emah.

. Akibat hal 1 dan 2 di atas, dalam posisi

keuangan kel onmpok |emah akan nengal ami
defisit yang terus-mnenerus.

.Proses no 3 Ilanbat laun akan nenggiring
kel onpok | emah kedal am I i ngkar an
pengi j onan. Pengi j onan hasi | pr oduksi
nmenggabungkan efek pem njaman uang yang
tidak adil sehingga nenghinpit kel onpok

| emah secara | ebi h dahsyat.
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BAG AN | |

TI NJAUAN HI STORI'S DAN
PERKEMBANGAN KEBI JAKAN USAHA
PERTANI AN KONTRAK DI

| NDONESI A

Per kembangan UPK sebagai sal ah
satu cara dal am berproduksi, tak
| epas dari per kembangan
kapitalisnme duni a. Kar ena
ber bagai al asan, per usahaan
agroi ndustri besar (baik donestik
maupun i nt er nasi onal , mlik
penerintah ataupun swasta) nmakin
mengundur kan diri dari
keterli batan | angsung dal am
proses produksi prinmer dan lebih
menusat kan  diri pada kegi atan
yang nenghasilkan nilai tanbah
lebih besar (Goldsmith, 1985).
Mereka |ebi h banyak nenborongkan
(menyer ahkan) pekerjaan pri mer
kepada petani keci | (Gol dberg
1990: 1146) . Penyer ahan sebagi an
maupun seluruh proses produksi
pada pihak lain, dalam hal ini
pet ani , nmenang pada nul anya
terdorong ol eh berbagai kondi si .

Bagian ini  mencoba nengurai kan
| at ar bel akang di t er apkannya
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sistem UPK di Indonesia. Kita
paham bahwa diterapkannya suatu
pola atau nodel produksi (pada
sekt or pertanian secara unun)
bukanl ah satu proses sekali jadi
tetapi nelalui jalan panjang dan
berli ku. Penerapan sistem UPK
j uga nmer upakan suat u proses
pem lihan berlanjut yang tidak semata-mata
di dasari argunentasi ekonom bel aka, tetap
juga nelibatkan aspek historis dan peran
ber bagai kekuatan politis.

Berdasarkan sejarahnya, masyarakat |ndonesia
secara bertahap telah nengenbangkan berbagai

kegi at an pertani an yang nmenunj ukkan
keanekar agaman bai k dari seqgi t anaman,
pem |ikan tanah, notif ekononi, kebudayaan

t eknol ogi, dan |ingkungan yang nenpengar uhi nya.
Sartono dan Suryo (1991:15) nenyebutkan bahwa
sel ama kurang | ebih dua ribu tahun, masyarakat
di  Nusantara ini telah nmengenbangkan tipe
pertani an subsi sten dan pertani an yang
di tuj ukan unt uk perdagangan

Dal am kaitan dengan struktur dan relasi
produksi serta intensifikasi usaha di sektor
pertani an yang dil akukan sejak nasa, Penerintah
Kol onial Hindia Belanda, Robinson® (1982:48)

8

Robi nson nel i hat bahwa sebenarnya |ndonesia saat itu,
| ebih tepat disebut Hi ndia Belanda, nerupakan negara
kapitalis, meski hal itu nelanpaui beberapa tahap
per kembangan seperti transformasi  struktur kel as,
ti ngkat pr oduksi kapitalis dan konflik-konflik
politik.
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menbagi nya nenjadi enpat periode penting yaitu
pertama, periode antara 1870-1940 yang dit andai
dengan adanya produksi konoditas ekspor di
daerah kantong- kantong ekonom (enclave export
commodi ty production) yang difasilitasi oleh
penerintah kolonial dem  kepentingan nodal
Bel anda dan investor asing |ainnya. Konoditas
yang ditanam adalah gula tebu di Jawa, serta
karet dan kopi di Sumatra. Kedua, periode
ant ar a 1941-1958 yang di t andai dengan
menur unnya konodi tas yang diproduksi dengan
cara enclave bai k karena faktor ekonom gl oba
pada masa Perang Dunia |l maupun Kkarena
mel emahnya minat investasi penodal Bel anda
karena kehilangan kontrol pada penerintahan
Bel anda serta nmasa per ang kener dekaan
I ndonesia. Ketiga masa antara 1958-1965 yang
di t andai dengan proses nasi onal i sasi
perusahaan- perusahaan swasta asing, terutama
perusahaan- perusahaan Bel anda, dan pergunul an
politbk masa Orde Lama hingga nuncul nya Ode
Baru.® Keenpat antara 1965-1985 yaitu masa O de
Baru yang nencoba nengkonsolidasi kan kekuat an
nmodal asing, warga negara peranakan Cina dan
pri bum serta  penerapan sistem  produksi
kapitalis yang dipelopori oleh nodal dari
Jepang dan Anerika serta | enbaga-I|enbaga
keuangan i nt er nasi onal .

Robi nson  nel i hat pergurmul an  yang ditandai ol eh
munculnya Ode Baru sebagai kenenangan kenbal i
kekuat an- kekuatan kapitalis atas kekuatan-kekuatan
yang berl| awanan dengannya.
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Hartvel d (1985:29) sependapat dengan penbabakan
di atas, nanmun di a nenanbahkan satu babak |ain
yang di anggapnya penting untuk nelihat peran
negara dal am nengintroduksi kan node produksi
dan intensifikasi pertanian yang berorientasi
ekspor. Masa itu adalah masa diberlakukannya
Si stem Budi Daya Pertanian atau Cul tuur Stel se

(1830-1870). D Jawa sistemini popul er di sebut
Si st em Tanam Paksa.

Jauh sebelum kedatangan para kolonialis di
kepul auan Nusant ar a, ket erkai tan masyar akat

kel as bawah, dalam hal ini petani, dengan
orang-orang kelas atas bukanlah hal yang baru
sama sekali. Mereka saling terikat karena
moti f-notif ekonom religi, politis, dan

hubungan envosional |ainnya. Denikian pula di
sektor pertanian di |ndonesia, sejak zanan pra-
kol oni al relasi petani dengan aktor-aktor |ain,
bai k dal am kedudukan setara maupun tidak, pun
bukanl ah hal yang asing. Petani berhubungan
dengan para tuan tanah, raja, penguasa,
pedagang pengunpul, tengkul ak, juga dengan
pi hak- pi hak yang ada di sektor industri, baik
i ndustri hulu rmaupun hilir. Bent uk- bent uk
hubungan ini dapat dideretkan dalam suatu
konti num yang uj ung-ujungnya bisa dinmulai dari
hubungan yang sangat | onggar, sanpai ke
hubungan yang nenunj ukkan keterkaitan sangat
erat antara petani dan pihak [|ain. Par a
penguasa I|okal (raja dan penguasa | ainnya)
ber per an sebagai agen di stri busi dan
redi stribusi at as sel uruh sumber daya
(pertanian) yang diusahakan di wilayahnya
Sel uruh sunber daya (pertani an) yang di usahakan
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atau dikerjakan oleh rakyat/petani dipandang

sebagai ‘‘ penberian’’ para penguasa. d eh
karena itu, seluruh hasil yang diperol eh petan
kemudi an di kunmpul kan ke ‘‘kas’’ negeri, untuk

di bagi kan kenbali ol eh penguasa kepada sel uruh
rakyat nya

Setel ah  penakl ukan Portugis di kepul auan
Nusant ara, Vereenigde Oost |Indische Conpagnie
(VOC) nendapatkan hak nonopoli atas berbagai
konoditas yang diperjual belikan di kawasan
tersebut. Selain nmenegang nonopoli, VOC juga
mener apkan sistem kerja paksa dan nenaksa
pet ani mengirinkan konoditas yang ditananmya ke
Jawa untuk kenudian dijual ke pasar di Eropa.
Dal am nenguasai jalur perdagangan ini, VOC
menggunakan dan nmemanfaatkan pola perdagangan
tradi sional dan tangan penerintahan |okal yang
ada dengan cara nmenungut upeti nel al ui nonopol i
per dagangan. Keti ka VOC bangkrut pada awal abad
ke- 19, kekuasaan kenbali ke penerintah kol oni al
H ndi a Bel anda.

PERUBAHAN SISTEM USAHA KEBUN KE PERUSAHAAN
PERKEBUNAN

Sejak masa tradisional sampai masa penjajahan VOC, yaitu pada abad ke-
17-18, sistem usaha kebun menjadi sumber produksi komoditas
perdagangan yang penting. Bahkan pada masa VOC sistem usaha kebun
rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditas perdagangan untuk pasaran
Eropa. Sistem penyerahan paksa dan kontingen yang dipakai VOC untuk
mengeksploitasi produksi komoditas ekspor itu, malahan sempat
diteruskan sampai awal abad ke-19, sekalipun pemerintah jajahan telah
berganti ke tangan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1800-an.

...politik ekspolitasi VOC dilakukan tidak secara langsung, yaitu melalui
kepala-kepala pemerintahan feodal setempat, maka politik eksploitasi

pemerintah kolonial dilakukan secara langsung.... 29
(Sumber: Kartodirdjo dan Suryo 1991:10-11)




Proses perubahan si stem usaha kebun atau sistem
per kebunan yang di kelola rakyat ke perusahaan
per kebunan bukan sekedar perubahan teknol ogis
dan organi sasi proses produksi pertani an,
mel ai nkan ber kai t an dengan per ubahan
kebi j aksanaan politik dan sistem kapitalisne
kol oni al yang nmenguasai nya. Secara  pokok
pert unmbuhan sistem perkebunan pada masa
kol oni al nmengalam dua tahap perkenbangan

yaitu dari fase per kembangan i ndustri

per kebunan negara ke fase industri perkebunan
swasta. Perubahan ini sejajar dengan terjadinya
perubahan orientasi politik kol onial yang

mendasari nya, yaitu ori ent asi politik
konservatif ke politik liberal. Perubahan itu
terjadi kar ena adanya per ubahan si stem

kapitalisme di Belanda dari sistem kapitalisne
merkantilis ke sistemkapitalisne industri atau
kapitalisnme agroindustri (Kartodirdjo dan Suryo
1991: 10).

Sel ama masa penerintahan senentara lnggris di
Hi ndi a Belanda, dengan Gubernur Jendral nya,
Raf f | es (1811-1816), si stem pl ant ati on
(per kebunan besar) nulai diperkenal kan. Para
penodal swasta diberi kesenpatan nenanankan
nodal nya dan diberi fasilitas nelalui penberian
konsesi | ahan yang | uas unt uk menbuka
per kebunan besar dan nenperkerjakan tenaga
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| okal . Setel ah tanmpuk penerintahan Hindia
Bel anda kenbali ke tangan Belanda, terdapat
kondi si transisi kebijakan berkaitan dengan
‘““konflik’’ apakah neneruskan kebijakan Raffles
yang nmengundang i nvestor swasta atau nenerapkan
kebi j akan VOC dul u yang nenerapkan sistem kerja
paksa dan nonopol i konodi t as
pertani an/ per kebunan bagi kepentingan negara.
Namun pada tahun 1830, Penerintah Bel anda
di hadapkan pada kecil nya minat investor Bel anda
unt uk nmenanankan nodal nya di sektor perkebunan
besar. Akhirnya nereka nmenerapkan apa Yyang
kemudi an di sebut sebagai Cultuur Stels at au
| ebi h di kenal dengan istilah Tanam Paksa™.

Dal am i npl enent asi sistem ini, penerint ah
kol oni al nmenggantungkan diri pada kerja samm
dengan penguasa |okal untuk nengontrol tenaga
kerja dan pengirinman konoditas. Hanpir senua
konoditas vyang dibudi dayakan nelalui sistem
tanam paksa kemudian terbukti gagal, Kkecuali
konoditas kopi dan gula. Pabrik gula manpu
mengakurul asi  nodal yang sebagian dihasil kan
karena nereka nenbayar upah buruh rendah dan

 Konoditas yang harus ditanam antara lain nila, gula

(tebu), kopi, teh, tenbakau, |ada, kina, kayu nanis,
kapas, dan sutera. Sistemini nengharuskan para petani
di Jawa nenyerahkan 1/5 dari [|ahannya untuk ditanam
tanaman yang sudah ditentukan penerintah kol oni al
untuk Kkepentingan pasar ekspor atau petani harus
bekerja selama 66 hari per tahun di perusahaan-
per usahaan (pabrik gula) mlik penerintah atau
perusahaan asing. Sebagai inbalannya petani nendapat
upah atau penbebasan dari kewajiban nenbayar pajak
tanah. Di Jawa Barat sistem tanam paksa ini diwjudkan
dal am bentuk penanaman kopi. Lereng gunung dan hutan
di buka untuk dijadi kan kebun kopi .
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sewa tanah yang nurah. Hubungan antara swasta
asi ng, yang difasilitasi ol enh  penerintah
kol onial, dengan penguasa |okal diganbarkan
ol eh Padno dan Dj atmi ko sebagai beri kut:

HUBUNGAN SWASTA ASING DAN PENGUASA PRIBUMI

...Pada mulanya, yang tinggi yang diterima di pasar Eropa memaksa pemerintah
kolonial Belanda di Jawa memonopoli pengusahaan tembakau. Namun karena
pengusaan tembakau pada paruhan pertama abad XIX tidak memberikan
keuntungan maka secara lambat laun pengusahaan tembakau, seperti halnya
tanaman yang dimasukan dalam Sistem Tanam Paksa, diserahkan kepada swasta.
Peranan swasta dalam mengusahakan perusahaan perkebunan di Hindia Belanda
ternyata bukan saja mampu membayar utang-utang negeri Belanda, tetapi juga
mengangkat negeri itu menjadi negeri yang makmur dan berkembang....
Dalam pengusahaan tanaman tembakau serta tanaman perdagangan semusim
yang lain, para pengusaha swasta menjalin kerja sama dengan penguasa pribumi.
Meskipun di dalam kontrak yang dibuat oleh pengusaha swasta, yang bertindak
sebagai kontraktor, dengan petani disebutkan bahwa kerja sama antara kontraktor
swasta dengan petani merupakan elemen yang penting, dalam mana kepentingan
penduduk desa juga harus diperhatikan, tetapi dalam kenyataannya ... ambisi
kontraktor dan pejabat Belanda untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya
mendorong mereka menekan para penguasa pribumi agar mengerahkan petani
agar mengusahakan tanaman tembakau tanpa diberi imbalan pembagian
keuntungan yang memadai....(Sumber:Padmo dan Djamiko 1991:30-31)

SIstem Tanam Paksa T ni__nendapat Kritrkan darl
kel onpok- kel ompok 1iberal yang didukung para
penodal swasta, baik di Bel anda maupun di Jawa,
yang mengi ngi nkan adanya partisipasi penodal
swast a dal am or gani sasi produksi yang nengel ol a
konodi tas pertanian di H ndia Belanda. Setelah
mel al ui perdebatan panjang, akhirnya pada 1870

monopoli atas sunber daya agraria nelal ui
sistem Tanam Paksa dihapuskan. Penghapusan
Sistem Tanam Paksa ini di t andai dengan

di ber | akukannya Hukum  Agraria 1870 yang

32



menmungki nkan para penodal swasta nendapat | ahan
unt uk nenbuka perkebunan berskal a besar

Stabilitas politik, aksesi bilitas, dan
kepastian vyang dijamin oleh Hukum Agraria,
serta tersedi anya tenaga kerja nurah, nmendorong
ber kembangnya per kebunan- per kebunan besar. Pada

masa- masa awal, perkebunan- perkebunan besar
banyak terkonsentrasi di Jawa. Bel akangan
di buka perkebunan tenbakau di Del i serta

konoditas lainnya di Sumatera. Meningkatnya
m nat para penodal Eropa nenanankan nodal nya di
sektor perkebunan di awal abad 20, ternyata
juga nenarik mnat para penduduk | okal untuk
menanam konodi t as yang sanmm, m sal nya karet, di
pi nggir perkebunan atau di areal pertanian
mereka. Perkebunan rakyat (smallholders) in

ternyata berkenbang baik yang ditunjukkan
dengan neni ngkat nya sumbangan mereka terhifap
total ekspor hasil pertani an Hi ndia Bel anda

" Sunbangan perkebunan rakyat ini kenudian di pandang

sebagai pesai ng bagi konoditas yang di hasil kan
per kebunan  besar. Data yang diperoleh Hartveld
(1985: 32) menunj ukkan  bahwa persentase sunbangan
per kebunan besar dari 1894- 1937 terus menur un,
sement ara persentase sunmbangan perkebunan rakyat terus
nai k. Data pada 1940 yang ditunjukkan Hartveld
nmenunj ukkan bahwa setel ah ada intervensi dari
pererintah kol onial, dalam bentuk pengenaan pajak bagi
pr oduk per kebunan r akyat yang akan di ekspor,
per sent ase sunmbangan per kebunan besar nai k kenbali dan
per ekbunan rakyat nenurun.
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Masa keemasan perkebunan besar ini nenudar pada
akhir 1930-an dan awal 1940-an karena Perang
Dunia |I1. Perkebunan di |Indonesia praktis
berhenti saat pendudukan Jepang. Pada akhir
1940- an per kebunan tersebut di kenbal i kan kepada

par a peniliknya dan ber oper asi hi ngga

pertengahan dekade 1950-an. Pada 1957-1958

terjadi nasi onal i sasi per kebunan- per kebunan
2

asi ng. Nasi onal i sasi  perkebunan ini tidak
menberi kan danpak berarti bagi perkenbangan
per kebunan karena saat itu Penerintah |Indonesia
kekurangan dana untuk nengel ol a dan rei nvest asi
serta pi hak manaj enen kur ang manpu
mendayagunakan tenaga kerja sebagai mana yang
di | akukan ol eh perusahaan Bel anda.

Pada nmasa 1950-1957, penerintah | ndonesia
senpat mengenbangkan program tebu rakyat.
Program ini bertujuan nendidik petani agar
tetap nenjadi petani tebu yang akan nemasok
hasilnya ke pabrik gula. Namun sejak pabrik
gula nenjadi nilik negara, ternyata program
tebu rakyat ditinggalkan. Petani tebu tetap
di posi si kan sebagai penyewa tanah/sawah kepada
pabri k gul a. I ndustri gula di I ndonesi a,
khususnya Jawa, sel alu nendapat intervensi dari

12

Nasi onal i sasi perkebunan asing, terutama perkebunan
mlik Belanda dan |Inggris, terjadi sebagai akibat
konflik antara penerintah |ndonesia dan Bel anda
berkenaan dengan Irian Barat dan dengan |nggris
ber kenaan dengan Kal i mant an Ut ara. Pr oses
nasi onal i sasi itu dilakukan dengan cara pendudukan dan
penguasaan perkebunan ol eh kel onpok nasionalis radikal
dan kenudi an penguasaan dianbil alih oleh pemnerintah
(Hartvel d, 1985: 35).
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penerintah berkaitan dengan penggunaan | ahan
dan tenaga kerj a.

Setel ah terjadinya Gerakan 30 Septenber 1965,
penerint ah O de Bar u nmengubah kebi j akan
penbangunan yang sebelummya berorientasi non-
kapitalis— ke arah penbangunan yang |ebih
kapitalisﬂ. Di sektor pertani an dan perkebunan
program ini dinulai dengan penyel enggaraan

Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman
Ekspor (PRPTE), pengenbangan kel enbagaan dan
pengenbangan progr am program i ntensifikasi
pertani an.

PROGRAM | NTENSI FI KASI PERTANI AN DENGAN POLA UPK
DI | NDONESI A

Seperti di urai kan sebelumya bahwa dal am
sejarah Indonesia sektor perkebunan besar
pernah nmenjadi tulang punggung perekonom an.
Sekt or perkebunan tanaman keras tel ah didorong
kenbal i untuk dijadi kan konoditas andal an
ekspor nonmigas. Prioritas utama yang telah
di | aksanakan ol eh penerintah Ode Baru adal ah
peni ngkat an nutu dan perl uasan perkebunan besar
dengan bantuan dari Bank  Duni a, mel al ui
pi nj aman, guna mengenbangkan sektor ini sejak
tahun 1967 (Booth, 1989 dan Wrld Bank Report
on I ndonesia , 1987).

¥ ““Infrastruktur’’ ke arah penbangunan yang bercorak

kapitalis itu berupa muncul nya UU nonor 1/1967 tentang
Penanaman Modal Asi ng, UU nonor 6/1968 tentang
Penanaman Modal Dal am Negeri, dan peraturan-peraturan
pendukung | ai nnya.
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Tahun 1973, Bank Dunia nul ai nenberi kan kredit
unt uk pengenbangan subsektor perkebunan rakyat
di I ndonesia, terutana yang nenbudi dayakan tiga
konodi tas utama untuk ekspor, yaitu karet, teh

dan kelapa sawit. Ketiga konoditas budi daya
ini merupakan primadona ekspor. Dalam hal
konoditas lain seperti tebu, kopi, dan kel apa,
t ot al pr oduksi yang di sumbangkan ol eh
per kebunan r akyat j auh | ebi h besar
di bandi ngkan dengan total produksi perkebunan
besar dan swasta. Sebagai ganbaran, tahun 1983
m sal nya, total produksi karet, kelapa, kel apa
sawit, kopi, teh dan tebu yang dihasilkan
per kebunan rakyat nenberi kan sunbangan sebesar
71% atau setara dengan 4,3 juta ton dari
sel uruh produksi nasional, sedangkan perkebunan
negara hanya nenyunbang 20% atau 1,2 juta ton
dan perkebunan swasta nenyunbang 9% atau O, 58
juta ton (Far Eastern Econom c Review 1984 dan
Kenp, 1985)

Penmbangunan per kebunan neliputi perkebunan yang
telah ada dan nenbuka areal baru. Penbangunan
area perkebunan yang tel ah ada dil akukan dengaﬁ
pengel ol aan  Uni t Pel aksana Proyek (UPP)

“ UPP dal am praktek pel aksanaannya nenggunakan dua pol a

pendekatan yaitu: pertama pendekatan parsial, dalam
hal ini para petani kecil nmenerim penyuluhan dan
sejunm ah nodal, sehingga petani masi h  menpunyai
kebebasan untuk menmbeli sendiri kebutuhan input-input
pr oduksi yang di per| ukan. Kedua, pendekat an
konprehensif yaitu pola di mana pet ani neneri ma
seluruh bantuan input-input produksi, biaya hidup
sel ama musi m tanam dan penyul uhan yang sangat
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senent ara penbukaan areal baru dil akukan dengan
pola Perusahaan |Inti Rakyat-Perkebunan (PlIR-
Bun). Pol a i ni nmerupakan upaya penerintah untuk
nenper cepat penbangunan pertani an secara unum
khususnya penbangunan subsekt or perkebunan.

Sistemini mulai diperkenal kan pada tahun 1976.
Konsepnya di bangun atas rangsangan dari Bank
Duni a yang nmengi syar at kan perlu adanya
per cepat an penbangunan pada subsekt or
per kebunan terutama yang nenyangkut konoditas
ekspor. Pertunmbuhan konoditas ekspor dari hasi
budi daya perkebunan itu diharapkan sekaligus
dapat nmenci ptakan kesenpatan kerja baru bagi
para petani yang tinggal di sekitar perkebunan
dan mengel ol a kebun nmliknya sendiri
(per kebunan rakyat).

PIR nerupakan istilah yang diterjemahkan dari
Nucl eus Estate and Snallholder (NES). Ada
sedi kit perbedaan pengertian antara program NES
dan program PIR yaitu dalam hal sumnber
penbi ayaan, namun dal am penerapannya di
| apangan sama saj a. Penbi ayaan NES berasal dari
sunber pinjaman luar negeri, sedangkan PIR
mer upakan proyek yang dibiayai dari sunber-
sunmber dana dalam negeri. NES dikenal juga
sebagai PI R berbantuan, sedangkan program PIR
sebenarnya berbentuk PIR swadana. Ada dua pol a
umum PIR swadana, vyaitu PIR Kkhusus yang

intensif juga nendapatkan pengawasan dan binbi ngan
pr oduksi yang ketat. Program wutama UPP adal ah
rehabilitasi dan peremmjaan tanaman ekspor untuk
peni ngkat an produksi perkebunan (Kenp, 1985).
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bi asanya di peruntukkan program transm gras

yang nenbuka |ahan baru dan PIR Lokal yang
di rancang untuk nengenbangkan | ahan masyar akat
setenpat (Il okal).

Pada tahun 1976 dil akukan ujicoba pel aksanaan
nodel NES | Sumatera Selatan (Tebenan) dan
Daerah Istimewa Aceh (Alue |e Mrah) dengan
sunber dana yang di tunjang pinjaman Bank Duni a.
Program tersebut nel i batkan sekitar 5.750
petani. Beberapa bulan kenudian dilanjutkan
dengan proyek NES Il di R au dan Janbi, dan
sejak itu terus bertanbah tiap tahunnya. Sanpai
tahun 1985-1986, berdasarkan jum ah | okasi,
terdapat sekitar 29 proyek. Bank Dunia sendiri
hanya nenbi ayai pelaksanaan tujuh proyek NES
dan sebuah proyek Tebu Rakyat |I|ntensifikasi
(TRI), senentara sisanya didanai oleh Lenbaga
Keuangan Luar Negeri

Sanpai tahun 1989 tercatat 80 proyek PIR yang
tel ah direalisasikan di seluruh Indonesia. Ada
tujuh jenis tanaman yang di usahakan dal am pol a
PIR yaitu kel apa sawit, karet, kelapa hibrida,

teh, tebu, kapas, dan coklat. Luas |ahan kebun
PIR di seluruh Indonesia sanpai tahun 1989
nmencapai 481. 847 ha dari 597.436 yang
ditargetkan. Jum ah petani peserta PIR sanpa

t ahun 1989 telah nencapai 117.256 kel uarga
tani yang sebagi an sesar nerupakan peserta PIR
khusus yaitu par a transni gran (Dirjen
Per kebunan 1989).

Program PI R adal ah suatu usaha nengonbi nasi kan
si stem penanaman dan integrasi vertikal para
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petani kecil dengan pengusaha nodal besar guna
nmer ai h keunt ungan- keunt ungan dal am skal a
ekonom tertentu, khususnya dalam hubungan
aktivitas hulu dan hilir (Wite, 1989) dan
untuk nenjam n kemantapan produktivitas yang
tinggi (Hartveld, 1985).

PCLA | NTI - PLASMA DAN REPLI KASI NYA SAMPAI  SAAT
I NI

Pola ini tidak hanya di kenbangkan pada tanaman
per kebunan, t et api j uga di t er apkan pada
konoditas |ainnya. Msalnya saja berdasarkan
I npres nonor 9/ 1975, pengemnmbangan t ebu
di | akukan dengan nenggunakan pola inti-plasna
dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI),
dem kian juga SK Presiden no 18/1984 dan
51/ 1984 unt uk konodi t as per t ambakan/ udang
(TIR). Selanjutnya dikenal beberapa nodel UPK
dengan nama Pl R-Susu, PIR-Unggas, Intensifikasi
Kapas Rakyat (IKR), Intensifikasi Tenbakau
Rakyat (I TR), dan lain-1Iain.

Penerintah |1 ndonesia sangat ternotivasi untuk
mener apkan nmodel UPK karena beberapa al asan
strategis. Pertama nodel UPK diyakini dapat
meni ngkat kan kapasit as pr oduksi pertani an
I ndonesi a, terutama konoditas ekspor, sehingga
menunj ang program penbangunan berorient asi
ekspor. Kedua, nodel ini dianggap sebaga
koreksi terhadap sistem pengenbangan pertanian
yang berorientasi perkebunan besar (estate) dan
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cenderung bersifat tertutup. Pada UPK petani
keci| dianggap nmeniliki peran ‘aktif’ khususnya
dal am produksi. Ketiga, nelalui nodel ini
peneri nt ah menganggap tel ah nmel akukan
| andref orm yang nencoba nenata kenbal i struktur
pem | i kan dan penguasaan t anah serta
mendi st ri busi kannya kepada penduduk yang
mener | ukan. Dan keenpat, dal am hal tekni s
produksi nodel UPK diyakini dapat nenjadi
perantara penyal uran kredit dan alih teknol ogi,
sehingga tercipta nodernisasi di sekt or
pertani an.

At as dasar pertinbangan-perti nbangan di atas
dan sejalan dengan arus globalisasi, di nana
arus nodal tak | agi mengenal bat as- bat as
geografis, makin marak pula replikasi nodel UPK
di sektor pertanian. Penerintah nenperkenal kan
nmodel ini dengan nacam macam istilah selain
pola inti-plasma, ada istilah pola kemtraan,
pol a Bapak Angkat - Anak Angkat, pola kerja sama
produksi dll. Semua istilah ini pada dasarnya
adal ah pol a UPK.

Per kembangan | ai nnya yang cukup penting dal am
per kembangan UPK di Indonesia juga di negara-
negara lain, Kkhususnya Asia, adalah nasehat
dari International Monetary Fund (IM) untuk
mel akukan penyesuai an struktural (Structura

Adj ust ment Pr ogr ammi SAP) , dal am menbant u
menyel esai kan nmasal ah pengenbal i an utang | uar
negeri. Salah satu dari nasehat |IM- itu

menyangkut perluasan peran swasta sekaligus
mengur angi peran negara dalam penbangunan
ekonomi negar a- negar a yang ber sangkut an
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Per usahaan- per usahaan negar a yang kur ang
efisien bila ditangani negara, dianjurkan untuk
dikelola oleh swasta. Program ini kenudian
di kenal dengan istilah privatisasi.

Seger al ah negara-negara anggota |M-, ternmasuk
I ndonesi a, nenanggapi nasehat ini dengan mnul a

menswast akan beber apa per kebunan negar a,
termasuk PT. Perkebunan (PTP). Untuk nenper!l uas
peran swasta, penerintah juga nenyedi akan
sejum ah insentif, berupa penyediaan nmacam
macam fasilitas infrastruktur maupun kerudahan-
kenmudahan | ainnya. Pihak swasta yang diber

peluang itu bukan hanya swasta nasional,
mel ai nkan juga swasta asing. Kebijakan tentang
PMA yang di kel uarkan pada tahun 1967 misal nya
menper bol ehkan penananan nodal asi ng di
I ndonesi a. Bahkan untuk penananan nodal yang
di | akukan swasta asing, kebijakan penerintah
terakhir tahun 1995 nakin nenperbesar pel uang
dengan nmenper bol ehkan penanaman nodal asing
sebesar 100% Artinya, penodal asi ng
di per bol ehkan nenanankan nodal nya tanpa harus
bekerja sana dengan pengusaha pribum .

Per kembangan di atas terjadi pula di sektor
pertanian. Fasilitas-fasilitas fisik maupun
kemudahan yang disediakan ol eh penerintah
terutama untuk tanaman ekspor, telah nmerangsang
swasta untuk juga berkiprah pada sektor ini

Fasilitas tanmbahan juga dipronosi kan ol eh
penerintah kepada usaha-usaha besar yang nau

menjalin ‘kemtraan’ dengan petani kecil. Hal
lain, seperti telah disinggung pada bagian
t erdahul u, yang tur ut mendor ong semaki n
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mar aknya replikasi nodel ini, khususnya oleh
swasta adal ah sulitnya nenperol eh tanah untuk
ber produksi. Dengan dem ki an, dipandang dar
sisi pengusaha besar, Ilebih efisien untuk
mengont r ak pet ani sehi ngga t ak har us
mengi nvest asi kan sej um ah dana unt uk penyedi aan
t anah.

| thauan penerintah yang cukup gencar, tekanan
masal ah ket ersedi aan tanah yang senakin berat,
dan tersedianya berbagai fasilitas mnenbuat
nodel UPK ini kenudi an nenyebar ke perusahaan-
perusahaan perkebunan swasta. Pihak perusahaan
inti swasta baik skala usaha besar maupun
keci |, seperti di ur ai kan pada bagi an
sebel umya, tertarik nengenbangkan usahanya
mel al ui hubungan kontrak, karena terdorong ol eh
keunt ungan yang dapat dirai hnya nelalui ‘Kkerja
sama’ dengan petani serta kecilnya risiko yang
harus ditanggung. Apal agi di sedi akan kerudahan-
kemudahan | ain yang dapat di perol eh perusahaan
swasta yang bermitra dengan petani. M sal nya
saja perusahaan yang nengenbangkan usaha
mel al ui hubungan kontrak, biasanya |ebih nudah

mendapat kan kredit dari bank untuk nodal
usahanya. Deni ki anl ah  hal - hal nmenari k dan
mengunt ungkan  di at as, menj adi kan  banyak

perusahaan swasta terdorong untuk nengenbangkan
UPK.
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BAG AN

| SU-1 SU POKOK DALAM
USAHA PERTANI AN KONTRAK

Menel aah isu-isu pokok UPK dapat

menbantu kita nengenali titik-
titik rawan dalam hubungan UPK
yang pot ensi al nmeni nbul kan
konflik atau mengurangi peluang
bagi pet ani unt uk mer ai h
keunt ungan dari hubungan
kontr ak. I su-isu pokok  yang

diuraikan di bawah ini nenang
tidak nenuat seluruh isu yang
ada di dalam dinam ka pertanian

kontrak, narmun nerupakan isu
yang dianggap paling rawan dan
krusi al , dan terutama |lebih
mencer ni nkan kondi si - kondi si
yang potensial merugi kan petani.
Bagi an i ni sekal i gus

menper | i hat kan bahwa terdapat
kesenjangan antara konsep UPK
dan kenyat aan.

KONDI SI | NPUT DAN QUTPUT
PRCODUKSI

Seperti di ganbarkan dalam skena
1 mengenai prinsip dasar
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hubungan Cont r act Farm ng,

hubungan t ukar - menukar yang
terjadi adal ah pet ani akan
menyedi akan lahan dan tenaga
kerja unt uk nmenghasi | kan

sejum ah output produksi yang
kemudi an akan ditanpung ol eh

pi hak per usahaan inti.
Perusahaan inti akan O
menyedi akan  sejuni ah  input pr oduksi dan

supervi si/nasehat teknis. Dari penjelasan di
atas tanpak bahwa kecenderungan terjadinya
kondi si nonopoli dan nonopsoni sangat besar,
kar ena petani akan berhadapan dengan pi hak yang
sama, baik dalam arus input naupun output
pr oduksi .

Dari nekani sne tersebut di atas Watts (tt:149)
dan Wl son (1986:;49) nenyebut kan bahwa kontrak

seperti i ni berarti telah nmenganbil alih
pertukaran dari pasar terbuka. Dorongan untuk
mel akukan pertukaran di luar pasar terbuka
(extra-market di rect I i nkages) sering
di | akukan, karena infornmasi dan saluran |lain di
pasar ‘nmurni’ kerap Ii:taerhalang ol eh kekuat an

nmonopol i dan nonopsoni .

Kecenderungan
Bi sa berupa bibit, obat-obat terjadmya kOﬂdISI
(kredit) dsb. Tidak senua Kk monopoll dan

senua komponen- konponen t er| .
petani. Ada juga kontrak monopsoni sangat
sebagi an saja dari input produk besar karena petani

* Lall, 1980 dal am Thee Kian W e,
akan berhadapan

15

dengan pihak yang

40 sama, baik dalam

arus input maupun
output produksi




Dal am  kondi si seperti
ini, posisi petani secara

umum sangat ti dak
di unt ungkan kar ena
kondi si ket er gant ungan
menj adi  sulit dihindari.
Pihak inti akan terus
berusaha mengi kat dan
menci pt akan

ket er gant ungan bagi
petani dalam hal input

produksi maupun penmasaran
out put  produksi petani.
Hal ini dilakukan pihak
inti semata-mata  untuk
menyel amat kan pasokan
bahan baku bagi kebutuhan
usaha mer eka dan
menper besar ti ngkat
keunt ungan yang dapat
mer eka perol eh.

Beberapa hal di bawah ini menunjukkan kondi si -
kondi si yang bisa nenperparah ketergantungan
petani aki bat kecenderungan terjadinya pasar
tertutup sebagai konsekuensi dari hubungan
kontr ak.

Pertama, ketika pihak penanpung/inti jum ahnya
sangat sedikit. Dal am kondi si seperti ini tidak
banyak pilihan bagi petani saat nenjual output
produksinya. D titik yang ekstrimketika hanya
terdapat satu pihak penanpung, maka petani
benar - benar t erancam kehi | angan posi si
t awar nya
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Kedua, bila pihak penyedia input produksi
jum ahnya sangat sedikit. Dem kian pula hal nya
dengan pasar input, senakin sedikit pasar input
semakin sedikit pula pihak-pihak yang bisa
di aj ak berundi ng ol eh petani nengenai kualitas,
kuantitas, juga harga. |Input produksi yang
di sedi akan ol eh pihak inti biasanya diberikan
secara kredit yang akan di bayar kenudi an dengan
cara nenotong sebagian dari —hasil penjual an
out put produksi petani kelakﬁl Hal yang juga
menper buruk keadaan dan sering rmeni nbul kan
masal ah adalah cara perhitungan potongan-
pot ongan atas penjual an out put produksi petani
kerap tidak transparan, sehingga tak dapat
di paham pet ani

Dal am hal kedua poin di atas pada prinsipnya
adal ah tak tersedianya alternatif pasar, baik
menyangkut sektor input maupun sektor output.
Dengan dem ki an sebenarnya senmaki n banyak pi hak
yang bisa diajak berunding oleh petani, naka
posi si tawar petani ununmya akan | ebih baik.

Y Hasil penelitian terhadap petani peserta Proyek PIR-
BUN di G sokan untuk konoditas kelapa hibrida,

menper | i hatkan bahwa nilai beli perusahaan inti atas
kel apa hasil produksi petani sangat rendah dengan
potongan  nencapai 40% 60% dari t ot al penj ual an
(Gunawan, et.al, 1995). Demi kian juga penelitian
nmengenai |lim kasus intensifikasi pertanian nelal ui
hubungan UPK dengan perusahaan swasta sebagai intinya,
nmenunj ukkan bahwa pemptongan total hasil penjual an

nmencapai 50% Sebagi an besar di gunakan untuk nenbayar
i nput produksi yang disalurkan oleh inti (Bachriadi,
1995) .
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Keti ga, menyangkut sifat dasar konoditas.
Sifat-sifat dasar konoditas tertentu nemang
bisa juga nengakibatkan pihak penjual dan
terutam pi hak penbel i, mengusahakan
koordi nasi/ kaitan di |uar pasar terbuka.

Keenpat, nenyangkut karakteristik inti yang
di kai tkan dengan skala usaha. Semakin besar
jum ah nodal yang terlibat di dalam hubungan
kontrak ini maka akan semakin kuat pula upaya-
upaya unt uk menyel amat kan pasokan bahan
bakunya. Keterjam nan dari pasokan bahan baku
sebagai input produksinya dapat nenghindari
kerugi an yang sangat besar, apal agi usaha yang
mel i bat kan sejum ah nodal yang sangat besar.
Dal am kondi si seperti itu naka pihak inti akan
mener apkan kont r ak yang | ebi h kaku

Karakteristik inti yang seperti i ni bi sa
dili hat pada hubungan kontrak dengan badan-
badan wusaha nilik negara atau swasta-swasta
besar berperan sebagai inti.

KETENAGAKERJ AAN
Penger ahan Tenaga Kerja Kel uarga

Pada tabel 2 nmengenai pengal i han risiko
(hIlm12), salah satu risiko yang dialihkan ke
tangan petani adal ah risiko konflik perburuhan.
Pengal i han ini terjadi karena hubungan kontrak
hanya nmengatur kesepakatan nengenai (hasil)
produksi, dan sama sekali tidak nenyangkut
masal ah ket enagakerjaan. Tak ada kewaji ban bagi
pi hak inti wuntuk menbayar tenaga buruh yang
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di gunakan sel ama masa pr oduksi . Dengan
demi ki an, semua urusan penger ahan dan
pengeniﬁlian tenaga kerja harus ditangani
pet ani =

Ti dak adanya konponen wupah dalam kontrak
mendorong  pet ani menggunakan tenaga kerja
‘bebas’ yang berasal dari rumah tangganya untuk
di perkerjakan sebagai tenaga kerja tidak
di bayar. Tenaga kerja keluarga ini biasanya
diisi oleh istri dan anak. Sebagai tenaga
keluarga yang tidak dibayar, kondisi Kkerja
mer eka unmunmmya sangat buruk. Pertama tak adanya
i mbal an jasa yang | angsung nenjadi hak nereka.
Kedua bertanbahnya jam Kkerja vyang berarti
menanbah beban. Ketiga, karena tidak diatur
dal am kontrak kerja manapun, maka perlindungan
kerja bagi nereka nenjadi sangat |emah, bahkan
ti dak ada.

Hal tersebut di atas juga nerupakan sal ah satu
kondi si yang nenotivasi penmlik nodal untuk
nmeyer ahkan proses produksi ke tangan petani.
Dengan nmenyerahkan proses produksi ke tangan
petani, penilik nodal dapat nenperol eh beberapa
keuntungan antara lain pertama, terhindar dari
keharusan nengel ol a tenaga buruh. Kedua, karena
pengendal i an tenaga buruh terpecah-pecah di
rumah tangga petani, naka akurulasi kekuatan
buruhpun akan terhindarkan. Ketiga, dengan
di kerahkannya tenaga kerja keluarga ol eh rumah

¥ Benjanmin Wite (1991;20) dal am Pembangunan, Peni skinan
dan Penelitian : Beberapa Catatan. Institut of Social
Studi es, The Hague, Netherl and.
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tangga petani, berarti terbuka akses bagi
pem | i k nodal kepada tenaga kerja tanpa harus
nmenbayarnya. Dari ketiga sisi inilah pengkritik
kapitalisme nemandang UPK sebagai strategi
produtfi kapitalis untuk nmengekspl oitasi tenaga
bur uh®=.

Tenaga Kerja Perenpuan

Dua termnologi yang tak pernah |epas ketika
menbi carakan isu tenaga kerja perenpuan adal ah
kerja produksi dan kerja reproduksi, yang
menberi kan pengaruh besar dalam perbedaan
dampak dari  UPK, E:Tebagai sebuah instrunen
transformasi sosial khususnya di pedesaan.

19

Bandi ngkan dengan per kebunan- per kebunan besar,
khususnya di negara dunia ketiga, pada janman kol onial .
Pada masa tersebut banyak perkebunan, karena al asan-
al asan perburuhan, terpaksa nerugi. Buruh-buruh yang
di konsentrasi kan dalam hal | okasi dan nmanaj enen,
justru menpunyai peluang untuk nengakunul asi kekuat an.
O eh karena itu, penilik perkebunan besar banyak yang
nmegubah strat egi produksi nya dengan cara nenjadi

per usahaan- perusahaan transnasi onal (TNGCs) . Mer eka
tidak |agi nenyel enggarakan proses produksi sendiri
t et api nmencar i sunber - sunber lain sebagai

penyel enggara proses produksi (Collin Kirk, 1987;101)

® pAnalisis jenis kegiatan yang dilakukan perenpuan

umumya di saj i kan dal am bentuk statis. Nanun pekerja
perempuan di senua tingkatan paling baik dipaham bila
di | etakkan dalam perspektif suatu sistem sosial
ekonom yang tengah berada dal am proses transfornasi.
Unit rumah tangga (sebagai unit analisis terhadap
perempuan) bukan nerupakan satuan vyang terisolir,
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Dal am proses transformasi sosial 1ini, peran
per enpuan harus di paham nel alui dua hal

Pert ana, UPK sebagai node  produksi baru
menpunyai kontri busi t er hadap per ubahan
penbagi an kerja di sektor donestik (rumah

tangga) dan perubahan serta penbedaan yang
terjadi di sektor publiknya. Seperti telah
di singgung di atas bahwa nenjadi tenaga kerja

tidak di bayar, jelas nenperlihatkan satu
per | akuan yang tidak adil. Bagai manapun, tenaga
yang di cur ahkan per enpuan i ni mem | i Ki

kontri busi dal am nmenci pt akan sej um ah surpl us.

Namun pada sisi lain, banyak yang nemandang
bahwa UPK juga bisa di harapkan sebagai pel uang
bagi masuknya tenaga kerja perenmpuan di sektor
ini. O eh karena itu, anal i sis nmengenai
masuknya pekerja perenpuan di sektor ini harus
pul a nenperhitungkan perubahan-perubahan yang
terjadi, khususnya nenyangkut penbagi an kerja
di dal am rumah tangga.

Kedua, UPK di pandang dari koner si al i sasi
pertani an nerupakan suatu titik dalam sebuah
mat a rant ai pasar nasi onal -i nt er nasi onal
Di per kenal kannya tanaman  konersi al , sistem
manaj eri al , dan t eknol ogi bar u tel ah
nmengaki bat kan nmer osot nya posi si per enpuan

mel al ui  ber kurangnya penguasaan dan pemnilikan

nmel ai nkan suatu m krokosnmos yang sebagian fungsi
produktif dan reproduktifnya tergantung pada tahapan
saat suatu masyarakat tengah berada dal am transf or masi
sosi al ekonominya (L. Beneria, 1979; 83).
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t er hadap al at pr oduksi , terutama  tanah
Penguat an kepemilikan pribadi atas tanah dan
pengur angan hak guna pakai terhadap tanah-tanah
konunal , seringkal i nmengur angi penguasaan
per enpuan atas sunber daya produktif tersebut.

TENAGA KERJA PEREMPUAN

Munculnya gudang-gudang (sebagai dampak dari munculnya aktivitas
pasar ekspor untuk sayuran setempat) memberi kesempatan bagi
perempuan untuk memperoleh penghasilan. Sebelumnya perempuan itu
menjadi tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar.

...Jam kerja di kebun dimulai dari pukul 07.00 - 12.00. Sementara pekerjaan
di gudang dimulai dari pukul 14.00 - 23.00.

.... masuknya tenaga kerja keluarga dalam hal ini perempuan, secara
otomatis berpengaruh terhadap peran perempuan di dalam rumah
tangga.....Dengan masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja di
gudang, jam kerja mereka mencapai 10 - 12 jam sehari. Oleh karena itu ada
beberapa tugas rumah tangga yang didelegasikan kepada orang lain...
terungkap bahwa yang tampil sebagai pengganti dalam menyelesaikan
tugas-tugas rumah tangga adalah anak perempuan dan ibu
kandung/mertua.

(Sumber:Rustiani,Peluang Pasar dan Posisi Petani, 1994: 53-58)

PERTAJAMAN DI FERENSI ASI SCSI AL

Isu ini berkaitan dengan posisi dikotoms
masyar akat dal am term nol ogi noderni sasi. Pada
kenyat aannya isu yang nenyangkut diferensiasi
masyar akat ini |ebih konpleks, karena kel onpok
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masyar akat tradisional dalam hal ini petani,
menper | i hat kan adanya cor ak di f er ensi asi
internal yang cukup konpleks (Bendix dalam
Belling & Totten, 1980:6). Corak diferensiasi
ini bisa dilihat dari stratifikasi nasyarakat

set enpat . Stratifikasi nmasyar akat dapat
dicirikan dari penguasaan alat produksi dan
macanm nacam akses. Kedua variabel ini dalam

struktur masyar akat nmenj el askan per bedaan
gol ongan ‘ kaya' dan ‘m skin’

Adanya perbedaan penguasaan yang di dasarkan
atas corak internal yang berbeda, akan
ber pengaruh terhadap kesiapan setiap kel onpok
petani untuk nenerima dan nerespons bent uk-
bent uk keterkaitan usaha termasuk UPK. Kel onpok
petani yang nenguasai akses |ebih banyak,
di bandi ngkan dengan kel onpok lain, cenderung
akan lebih siap nenerima/terlibat dalam UPK
sekal i gus nenganbi |l manf aat dari proses ini
Dengan kata |ain, kel onpok  pet ani ‘ kaya’
mem | i ki peluang |ebih besar untuk nenjadi
‘lebih kaya" dalam proses produksi seperti
dal am hubungan UPK ini, dibandi ngkan dengan
kel onpok petani ‘mskin'.

Ada beberapa pertanyaan yang nenarik untuk
di perhati kan berkaitan dengan isu pelapisan
sosial ini, yaitu Apa sebabnya sistem ini
menberi pel uang berbeda terhadap nasi ng-masi ng
kel onpok petani? Terdapat beberapa prakondi si
yang harus di penuhi petani untuk dapat terlibat
dal am hubungan UPK. Prakondisi ini biasanya
berkaitan dengan berapa banyak penguasaan
pet ani terhadap alat produksi yang kel ak
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di gunakan untuk produksi. d over dan Kusterer
(1990; 13-14) nenyat akan bahwa bagi pengusaha,
terutama pengusaha swasta yang nengenbangkan
UPK, ada al asan-alasan ideologis dan praktis
keti ka nelibatkan atau tidak nelibatkan petani
dal am usahanya. Al asan ideologis untuk tidak
menyertakan petani kecil dalam produksi adal ah
anggapan bahwa petani kecil itu terbelakang
(tradisional) dan sulit berinovasi, sehingga
teknologi baru vyang diperkenalkan tak akan
manpu di serap. Senentara itu alasan praktis
mel i bat kan petani kaya adalah karena nereka
dianggap lebih inovatif terhadap teknolog
baru, telah nmenpunyai akses kepada |enbaga-
| enbaga finansial (untuk kebutuhan kredit),
telah nenmiliki akses terhadap sunber-sunber
i nformasi dan kekuasaan (penerintah) dan yang
terpenting karena biasanya nereka terdiri dari
pet ani - petani yang nmenguasai aset produksi
cukup banyak, sehingga sang pengusaha tak |ag
harus nel akukan terl alu banyak investasi dalam
hal nmenbangun relasi produksi dan menbangun
sunber daya manusi a. Seperti unmumya kita temnui
pada nasyarakat pedesaan bahwa bi asanya pet ani
kaya seringkali termasuk elit politik desa.
Aki bat nya, kol usi dan konspirasi yang dil akukan
elit politik sekaligus elit ekononi desa dengan
pi hak pem |ik nodal seringkal i t ak
t er hi ndar kan.

Dal am proyek PIR yang berintikan penerintah
atau swasta besar, unumya diferensiasi sosial
ekonom di antara petani tidak terlalu tajam
Hal ini terjadi karena nelalui PIR petani
justru didorong nenjadi satu kel onpok dengan
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ciri dan status yang sanma (honogeni sasi ) .
Artinya, sebagai petani penggarap (plasm)
mereka dijanjikan segala hak dan kewajiban
serta keuntungan yang sama. Dengan demi ki an,
per bedaan antara petani satu dan yang | ainnya

dal am neni knmati hasil dari hubungan UPK i ni
tidaklah terlalu jauh. Kesenjangan justru
semakin  nmencol ok  aki bat honogeni sasi i ni
terjadi antara pem ik nodal dan petani. Dengan
honogeni sasi , kel onpok pet ani menengah

menghi | ang, sehingga jarak antara petani dan
pem | i k nodal nenjadi anat | ebar.

MANIPULASI PERSERTA PROYEK

Pada mulanya para petani pemilik lahan tidak mengetahui bahwa daftar
peserta PIR lokal DIP 1985/1986 Silau Jawa telah dikeluarkan pihak PTP V
selaku Pelaksana Proyek. Dalam daftar ini tercantum nama-nama peserta

PIR lok Silau Jawa sebanyak 22 KK. Dari kedua daftar yang dikeluarkan
bedasarkan SK pimpinan proyek Bagian Pirbun PTP V tanggal 23 Agustus
1991 dan tanggal 2 November 1991, jelas disebutkan bahwa petani peserta
PIR Lokal PTP V DIP 1985/1986 Silau Jawa sebanyak 314 KK dengan luas

lahan seluruhnya 628 ha. Hal ini sesuai dengan jumlah petani yang
menyerahkan lahanya untuk dikelola oleh PTP V menjadi areal PIR. Tetapi

jika dilihat nama-nama yang tercantum dalam kedua daftar SK Pimpro

tersebut, ternyata sebagian besar bukan penduduk Desa Silau Jawa.

Nama-nama yang benar-benar penduduk Desa Silau Jawa hanya

berjumlah 40 orang, selebihnya adalah penduduk luar Desa Silau Jawa
yang mempergunakan KTP Silau Jawa (KTP-KTP itu dikeluarkan pada
masa JH menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Silau Jawa).

(Sumber:Tim WIM, PIR Anugrah atau Bencana, 1994;74)




Per bedaan pel uang dal am nenanfaat kan hubungan
UPK akan semakin nenpertajam diferensiasi
sosi al , karena terbukanya peluang neraih
keunt ungan | ewat hubungan UPK ini berinplikasi
secara ekonom s. Artinya semaki n besar
kesenpatan untuk terlibat, semakin besar pula
kesenpat an unt uk menper ol eh t ambahan
penghasi | an. Dal am hal kenungki nan terjadi nya
kecurangan seperti yang ditenmui pada kasus Pl R
LK Silau Jawa, danpaknya terhadap petani jelas
adal ah nenghi | angkan kesenpatan untuk terli bat
atau nenganbi| manfaat dari hubungan ini.

ORGANI SASI / KELOWPOK TANI

A final consideration in assessing the strength of the petty
commaodity producer in the relation to the larger, capitalist
firm, is the extent of solidarity between members of the petty
commodity group. We would expect to see contract farming
more prevalent where this solidarity is weak
(Wilson, 1986;62).
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Usaha pertanian kontrak seringkali dikaitkan
dengan pet ani - pet ani berl ahan senpit terutama
pada UPK yang dikenbangkan ol eh penerintah.
Asunsi nya, petani-petani yang nenguasai | ahan

senpi t sangat keci | pel uangnya unt uk
meni ngkat kan pendapat an. Kegi at an
ekst ensi fi kasi dengan menper | uas area
pertani annya untuk saat ini sangat sulit

di | akukan, bai k karena senmakin mahal nya harga
tanah maupun karena kel angkaan tanah. Senentara
kegi atan intensifikasi pun tidak terlalu mnudah
di | akukan, karena terkadang ada luas mninma

yang harus di kuasai petani agar dapat nenut upi
bi aya yang di kel uar kan unt uk nmel akukan
i ntensifikasi.

Dari kondisi di atas dapat disinpulkan bahwa
secara ekonom's petani-petani (kecil) ini
powerl ess di hadapan pihak penanpung. d eh
karena itu penberdayaan petani harus didorong
mel al ui upaya lain yaitu nmeningkatkan posisi
tawar politiknya nelalui kel onpok.

Seperti j uga pendapat Mosher (1966: 153)

mengenai group action by farmer, ia nenyebut
kel onpok petani sebagai salah satu faktor
aksel er asi yang mendor ong terci ptanya

har noni sasi di sektor pertanian yang nodern.
Kel onpok  pet ani tersebut di harapkan manpu
menjadi jenbatan antara keputusan-keputusan
i ndi vidual petani dan keput usan- keput usan
pi hak | ain (penerintah maupun swasta) khususnya
dal am hal ber produksi
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Nanmun dem kian, tak jarang terjadi senmacam
koopt asi kel onpok- kel onpok pet ani unt uk
kepentingan tertentu. Kooptasi ini pada umumya
di | akukan karena al asan-al asan ekonom maupun
politik. Alasan ekonom Dbiasanya Dberkaitan
dengan upaya nenperbesar keuntungan pada pi hak-
pi hak tertentu, baik itu penerintah, swasta
maupun dari elit desa itu sendiri, seperti
cont oh kasus beri kut ini.

KELOMPOK TANI FIKTIF

..adalah cukong yang setelah mendapat tanah sewaan lalu membentuk
kelompok-kelompok tani fiktif yang sebenarnya tak pernah ada. Masing-
masing kelompok kemudian diketuai oleh seseorang yang ditunjuk/diupah
oleh cukong. Penguasaan tanah cukong ini umumnya luas-luas, ada yang
pernah mencapai 100 ha. Karena itu dia lalu mengangkat seorang manajer
yang dibantu oleh beberapa mandor untuk mengawasi tanaman tebunya
dan merekrut tenaga upahan.

Jabatan ketua kelompok fiktif ini hanya berlangsung sampai selesainya
urusan administratif formal. Artinya begitu persetujuan dari KUD, PG dan
BRI mengenai eksistensi ‘kelompok-kelompok' ini diperoleh, maka jabatan
ketua kelompok dibekukan dan pengelolaan kebun dilaksanakan oleh
manager, sampai saat diperlukan lagi yaitu waktu menerima bagian hasil.

(Sumber:Wiradi, Industri Gula Di Jawa Dalam Perspektif Model ‘Inti-
Satelit’, 1991:42)

Senentara itu alasan-alasan politik [lebih
banyak berkaitan dengan penguatan kel onpok
bawah (grassroots) yang bi asanya akan mengancam
struktur politik yang sudah ada dan mapan. Jd eh
karena itu, tidak jarang penjinakan terhadap
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kel onpok masyarakat termasuk kel onpok petani
terjadi nelalui kontrol yang ketat dengan cara
sentralisasi organisasi tani yang biasanya
di | akukan ol eh penerintah. Narmun penjinakan
terhadap kel onpok tani juga bisa dil akukan ol eh
pi hak swasta sebagai inti atau penanpung,
dengan nmenci pt akan struktur or gani sasi
sedeni ki an rupa sehingga ketua-ketua kel onpok
tani akan lebih terintegrasi ke perusahaan
dari pada kepada anggot anya, yaitu petani

UPK DAN MASALAH PERTANAHAN

Dal am pel aksanaan pengadaan tanah kerap terjadi
pem nggi ran petani yang sudah nenguasai tanah
sebel umya. Berbagai kasus nengganbarkan bahwa
t anah-tanah yang tel ah digarap tersebut digusur
begitu saja tanpa ada konpensasi. Penunjukkan
bat as-batas |ahan secara arbiter dan klaim

klaim tanah negara nenjadi al asan  bagi
pengadaan tanah untuk nel aksanakan nodel
pertanian ini. Tidak jarang aparat mliter

di turunkan unt uk menganmankan proses konsol i dasi
| ahan tersebut. Hal ini nmerupakan sunber pem cu
konflik antara aparat pelaksana proyek dan
masyar akat yang akan digusur. Padahal tanah
bagi petani nerupakan faktor produksi yang
paling penting. Oeh karena itu komersialisasi
pertanian selalu nmenpunyai kaitan erat dengan
penguasaan/ kepem | i kan tanah serta
per geser annya.

PENGGUSURAN TANAH

...Kemudian tahun 1983, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian,

pihak P-Sebagai pemegang proyek, metakukan penyiapan fokasi untuk
54 penanaman bibit kelapa sawit. Dalam penyiapan lokasi ini, P melakukan
penggusuran tanaman sagu milik masyarakat Arso, padahal menurut B
maupun menurut peta tidak termasuk areal proyek PIR. Dengan
penggusuran tersebut, masyarakat Arso mempertanyakan dan mohon
kepada P untuk menghentikan penggusuran-penggusuran tanaman sagu
milik masyarakat.
(Sumber:LBH & Jarim, Laporan Kasus, 1991:44)




Fakt or eksternal bisa berpengaruh terhadap
pergeseran pemnilikan atau penguasaan tanah
karena nelalui sistem pertanian kontrak pihak
pem ik kapital bisa nenpunyai akses kepada
t anah, t anpa har us menbel i at au
mengi nvest asi kannya dal am bentuk tanah. d eh
karena itu, persoalan siapa yang sebenarnya
menj adi penguasa tanah dal am sistem pertanian
kontrak nenjadi penting. Bagi petani sendiri

t anah mer upakan nodal terpenting bagi
kel angsungan pr oduksi dan kel angsungan
hi dupnya.

Kontrak produksi dan integrasi vertikal, yang
mer upakan beberapa  nodel UPK, t anpaknya
pot ensi al nenenpatkan petani yang sebelumya
menguasai atau nem liki tanah nmenjadi senata-
mat a hanya sebagai "pekerja" di atas tanahnya
sendiri. Dalam UPK vyang berbentuk kontrak

produksi, (hampir) senua keputusan berkaitan
dengan produksi, penmnasaran, dan pengal okasian
sunber daya berada pada pihak inti; senentara

dal am integrasi vertikal posisi petani tidak
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| ebih seperti "manajer"” atau ‘‘buruh upahan'
yang diperkerjakan pihak inti. Ganbaran ini
menj el askan  bahwa  petani tidak nenpunyai
"kekuasaaan" |agi atas tanah yang di kuasai nya.
Sermuanya  tergantung pada i nstruksi yang
di berikan pihak inti. Hal i ni menegaskan
kenbal i bahwa dal am pertani an kontrak, meskipun
ti dak nenguasai tanah secara | angsung, pihak
inti nmenpunyai akses besar terhadap tanah yang
(sebel umya) di kuasai atau dimliki petani

Senmentara itu faktor internal bekerja nelal ui
pergeseran penilaian arti tanah bagi petani itu

sendiri. Sermula, tanah selain nmenpunyai arti
ekonom juga memliki ni | ai sosi al dan
spiritual yang dapat dikatakan sama besar
artinya pada setiap sekt or. Nanun

konersi al i sasi pertanian telah nenbuat nil ai
ekonom tanah nenjadi |ebih nmenonjol daripada
nilai-nilai lainnya. Dengan kata lain, bila
nilai ekonom s tanah ‘‘dipaksa atau terpaksa'
menj adi lebih tinggi, petani akan sangat nudah
nmel epaskannya tanpa nenpertinbangkan nil ai
sosial dan spiritual nya. Pergeseran nilai atas
tanah ini juga bisa dipandang sebagai bentuk
' keti dakber dayaan' petani nenghadapi kekuatan
eksternal atau hukum formal yang ada.

PENETAPAN LOKASI PIR

...penetapan lokasi calon kebun PIR-Bun Cisokan dilakukan secara arbiter,
tanpa memperdulikan apakah di atas tanah calon kebun telah ada
tanaman yang dibudidayakan petani penggarap sebelumnya. Pada
kenyataannya tidak ada tanah yang benar-benar kosong, hampir semua
lahan lokasi PIR-Bun telah digunakan petani untuk membudidayakan
tanaman keras komersial maupun tanaman pangan. Para petani yang
mengelola tanah tersebut telah membayar pajak yang ditarik melalui

aparat desa, TerbuKt dengan Surat Keterangan pembayaran atau yang
S thiasa mereka sebut kikitir.

. pada awal pembukaan proyek PIR, ada beberapa kejadian yang
melibatkan kontak fisik antara petugas dan masyarakat. Beberapa petugas
lapangan menjadi korban pemukulan dan dikejar-kejar penduduk.

...pekerjaan penyiapan lahan tertunda... lalu dilanjutkan lagi setelah ada
pengawalan ketat dari aparat keamaan.

(Sumber:Gunawan, et. al. 1995:49-50, 53)




Dal am PIR dengan inti penerintah atau swasta
besar, terdapat beberapa fase unum dari nul ai
persiapan hingga masa konversi. Berikut ini
contoh tahapan unmum dari PIR kelapa sawt.
Tahap pertama adalah tahap persiapan. Senua
kegi atan pada fase ini dilakukan oleh pihak
inti. Tahun pertama dalam tahap ini adal ah
tahap nmenbersi hkan lahan (land clearing),
di | anj ut kan dengan tahap penanaman di tahun ke
1-3. Dalam tahap ini pihak inti hanya nenerina
| okasi yang telah ditentukan oleh Badan
Pert anahan Nasi onal (BPN) untuk dijadi kan ar eal
PIR Kegiatan penting |ainnya adal ah nenmbangun
unit-unit pengol ahan produk utama bagi para
peserta PIR dan kebun inti dengan
per | engkapannya yang mel i puti al at
pengangkut an, gudang penyinmpanan, dan pabrik
pengol ahan.

KASUS PIR-BUN KELAPA HIBRIDA

Kasus PIR-Bun Kelapa Hibrida di Cisokan menunjukkan bahwa tanah- 54
tanah yang sebelumnya dikuasai dan/atau dimiliki petani sebelum adanya
proyek, ternyata malah menjadi beban bagi si petani. Misalnya kebun-
kebun yang tidak mengalami konsolidasi dan sebelumnya sudah dikelola
petani, diklaim sebagai paket tanah untuk lahan pangan dan pekarangan
serta dianggap telah mendapat bantuan yang harus dibayar oleh petani
plasma.

(Sumber:Gunawan, et. al. 1995:69-70)




Pada tahap Il mulai dari sekitar tahun keenpat
sanmpai tahun kelinma adal ah masa konversi. Pada
masa ini  kegiatan produksi nulai dialihkan
kepada petani. Kegiatan pada tahap ini adal ah
mel anj ut kan penyul uhan dan konsol i dasi ,
terutama koordi nasi dengan pihak KUD sebagai
| enbaga nmilik peserta PIR yang di harapkan dapat
mengkoor di nasi kan kebut uhan petani peserta akan
pupuk dan obat-obatan. Tahap ini merupakan
tahap penyerahan beban perawatan dan beban
pengangsuran kredit oleh pihak inti kepada
peserta PIR Wal au  demi ki an, pi hak  PTP
ber kepent i ngan unt uk tetap nmengendal i kan
tingkat produktivitas guna nencapai junlah
produksi mnimal atau jum ah ekonomis bagi unit
pengol ahan yang di kuasai pihak inti.

Pihak inti masih nenpunyai kewajiban untuk
menel i hara infrastruktur Kkerja yang nenjadi
tanggung jawabnya seperti unit pengol ahan
kebun inti, dan sarana-sarana pendukung
| ai nnya. Pada waktu yang bersamaan pi hak int
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menbant u penyel esai an secar a kol ekti f
sertifikat Jlahan peserta PIR Kredit vyang
di bebankan kepada petani peserta PIR neliput
bi aya penbangunan kebun plasma, penbuatan | ahan
pangan dan pekar angan, penbangunan dan
rehabilitasi rumah petani, biaya hidup petani
bi aya unmum gudang, biaya sertifikasi tanah
di tanbah bunga pinjaman sejuniah tertentu.
Bi aya- bi aya tersebut akan diperhitungkan dan
ditagih dari pet ani dengan angsuran yang
di potong dari hasil penjualan output produksi
pet ani .

Tahap |1l adalah masa pengenbal i an/ penbayaran
kredit kepada bank, yang dinulai sekitar tahun
ke-6 sanpai tahun ke-20. Pada tahap ini peserta
PI R secara penuh nengel ol a kebun dan mengangsur

kreditnya. Perusahaan inti tetap melakukan
beber apa peran ant ar a lain pertama

mengenbangkan pengol ahan hasil-hasil utama PIR
beserta hasil-hasil ikutannya serta nemasarkan
pr oduk- pr oduk tersebut. Kedua, menbant u

per kembangan kerja KUD dengan nengkoor di nasi kan
pengangkut an produk kebun peserta PIR, nenbantu
penmenuhan input produksi, dan nengenbangkan
pengor gani sasi an kel onpok tani . Keti ga,
nmel akukan perawatan sarana penunjang PIR dan
unit-unit pengol ahannya. Keenpat, nmengontro
penbayaran kredit (utang) dari rmasing-masing
peserta PIR

Wal aupun deni ki an, untuk pola UPK dengan inti
yang bertindak sebagai perusahaan permasar saj a,
umumya  tidak nmel al ui fase-fase seperti
diuraikan di atas. Pihak inti secara teknis
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tidak terlalu jauh memasuki nmasal ah pertanahan
mlik petani. Mereka umummya hanya berurusan
dengan output produksi petani, tidak dengan
aspek produksi nya.

TEKNOLOG MONOKULTUR

Sebel um mengungkap | ebi h jauh tentang teknol ogi

dal am UPK beserta seluruh variannya, marilah
kita lihat dahulu tipologi sistem pertanian.

Seperti yang diungkapkan oleh Witz (dalam
Todar o, 1989: 319) ada tiga tipe sistem
pertanian vyaitu bsi sten, spesialisasi, dan
campur an keduanyaﬂ. Cri-ciri tersebut dapat

di gunakan untuk nenbantu nelihat perbedaan
antara sistem pengol ahan pada petani dan pada
pertani an skal a besar, khususnya untuk kel onpok
subsi sten dan spesialisasi. Oeh karena itu,

penj el asan beri kut hanya akan mnengurai kan ciri

si stem pertani an yang subsi sten dan
spesi al i sasi .

Sistem pertanian subsisten ditandai dengan
dom nasi tanaman  pokok, bi asanya tanaman
pangan, dengan tanaman lain yang ununmya
bersifat nusiman. Oientasi sistem pertanian
ini bersifat donestik dengan tingkat investasi
yang tidak tinggi serta terdapat kecenderungan
spesi al i sasi penget ahuan terutana untuk tananman
pokok. Ketergantungan pada subsi stem penunj ang
pr oduksi tidak ada. Senmentara itu sistem

* Witz menggunakan ketiga tipe pertanian di atas untuk

nmenj el askan tahapan evol usi pertani an.
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pertani an spesialisasi dari segi tanaman yang
di budi dayakan |ebih banyak didomi nasi ol eh
tanaman keras yang orientasinya | ebih ditujukan
untuk dijual, baik di pasar ekspor maupun pasar
donesti k (perkotaan) |ainnya. Sifat produksinya
musi nran dengan investasi yang tinggi. Sistem
pertanian ini nmenuntut spesialisasi pengetahuan
yang ketat dan ketergantungan pada sistem
penunj ang produksi yang penuh.

Pada UPK, kedua tipe sistem pertanian ini

di coba wuntuk disatukan dalam sebuah sistem
usaha yang terintegrasi, terutana dal am kontrak
pr oduksi . Di sinilah | et ak kekhawati ran
kel onpok pesim s dalam nelihat kel angsungan
UPK, karena nenyatukan dua sistem usaha yang
berbeda dalam karakter justru pot ensi a

meni nbul kan ber bagai bent uran.

Dal am hal t eknol ogi , sal ah satu al asan
di terapkannya UPK adal ah untuk neningkatkan
hasi| produksi. UPK ditunjang dengan teknol ogi
canggih yang efisien, terspesialisasi dan
di dukung juga dengan sarana penunjang produksi
dan teknol ogi yang nenadai . Penerapan teknol ogi
“‘ modern’’ di anggap akan manpu nmendor ong
tercapai nya tingkat efisiensi tertentu sehingga
secara ekononi s biaya produksi bisa ditekan dan
keunt ungan bi sa di perbesar. Namun ada beberapa
hal yang har us di bayar pet ani unt uk
memanf aat kan pel uang dari keterlibatannya dal am
UPK adal ah sebagai beri kut.

Teknol ogi untuk rmeni ngkat kan produksi dapat
di kat akan mahal . M sal nya untuk mengenbangkan
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produk unggul diperlukan penelitian dan uji

coba yang tidak saja nmenerlukan biaya dan
tenaga tetapi juga menmakan waktu | anma.
Kenudi an, agar produk unggul itu tunbuh opti mal

maka harus ditunjang dengan berbagai sarana
penunj ang produksi lain seperti pupuk, obat-
obat an; serta infrastruktur yang nmenmadai. Senua
ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. UPK
tidak diragukan |agi adal ah suatu usaha
produksi di sektor pertanian yang padat noda

yang juga  berarti padat teknol ogi serta
merupakan tuntutan nilai budaya yang sesua

dengan teknol ogi itu.

Dalam UPK, terutama dalam bentuk kontrak
produksi, petani yang dikontrak akan nendapat
atau setidaknya di perkenal kan dengan teknol og

(produksi) baru. Teknologi itu bisa termasuk
vari et as t anaman yang akan
di t anant di budi dayakan yang bi asanya | ebi h
unggul dari varietas |okal. Petani pun nendapat
i nput atau sarana produksi pertanian berupa
pupuk, obat-obatan, dan berbagai bantuan serta
nasehat teknis Jlainnya seperti pengetahuan
tentang jenis varietas, teknologi produksi dan
sebagai nya.

Senmentara UPK vyang nenggunakan tipe kontrak
produksi di mana terjadi kontrak antara petani
dan perusahaan inti yang nenyepakati hal -hal
seperti sejunmah hasil yang harus diproduksi
pet ani , jenis vari et as t anaman yang
di kembangkan, maka cara dan tekni k produksinya
serta berbagai input dan bantuan teknis lain
di sedi akan ol eh pihak perusahaan inti yang
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mengontrak petani. Kontrak produksi ini dapat
menpengar uhi  sel uruh aspek kegi atan pertanian
mul ai dari penganbilan keputusan pada sisi
input (pemlihan bibit dari varietas tertentu,
pakan, alat, dan bahan kima); keputusan
penmasar an (kapan, di mana dan berapa harga jua
dengan kualitas dan kuantitas yang bagai mana
serta kepada siapa produk akan dijual); bahkan
sanmpai pada derajat kebebasan petani untuk
mengal okasi kan dan nmenggunakan sunber daya lain
yang tidak di sebutkan dal am kont r ak

Pada beberapa kasus, kerap terjadi teknol ogi
yang di andai kan akan neni ngkatkan produksi

ternyata ber aki bat sebal i knya keti ka
diinplenentasi di tingkat petani. D sini
per bedaan budaya kerja bisa nenjadi faktor yang
sangat berarti. Budaya kerja petani yang tidak
terlalu "ketat" dan sulitnya nereka nel epaskan
diri dari "kebutuhan-kebutuhan" Jlain kerap
menbuat rencana-r encana pr oduksi ti dak
t er penuhi .

Kasus PIR-Bun kelapa hibrida di Sukabum
Sel at an menunj ukkan bahwa ternyata bibit unggu
yang disedi akan tidak bisa berkenbang optimal
karena perawatan yang diharapkan tidak bisa
di penuhi. Petani tidak terbiasa dengan sistem
pertani an nonokul tur yang nenuntut pengel ol aan
kebun secara intensif. Bagi petani, pengel ol aan
intensif berarti hilangnya peluang pendapatan
lain yang nemang di butuhkan untuk bisa tetap
hi dup. Sistem nonokul tur tidak bisa nmenmenuhi
kebut uhan petani, akibatnya nereka nencari
pel uang pendapatan lain dan "neninggal kan"
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kewaj i bannya nengel ol a kebun. Hasilnya, jelas
target produksi tidak tercapai

Selain itu, dalam penerapan teknologi i ni
sering terjadi bias |[|aki-Ilaki. Merekalah yang
menpunyai kesenpat an dan di dor ong unt uk

mengi kuti berbagai pel ati han berkenaan dengan
pener apan teknol ogi baru. Padahal, bel ajar dari

kasus Pl R-Bun Sukabum Sel atan, ternyata | aki-
| aki lebih sedikit terlibat pada sektor
produksi. Laki-laki [|ebih banyak bekerja di

sektor lain yang nenpunyai peluang |ebih baik
untuk nendapat kan wuang kontan. Pada sektor
produksi ini justru buruh laki-laki dan kaum
per enpuanl ah yang banyak terlibat, sekalipun
mereka tidak pernah dilibatkan dal am berbagai

pel ati han.  AKki bat nya, hasi | pr oduksi yang
t adi nya di harapkan bai k ternyata tidak tercapa

karena adanya kesenjangan pengetahuan para
pekerja yang tidak "terdidi k" dengan tuntutan
yang di m nt a.

Teknol ogi yang di perkenal kan pun cenderung
bersifat standar, dalam arti seragam untuk
seluruh proses produksi. Hal ini disesuaikan
dengan sifat budi daya tanaman yang nonokul tur.
Aki bat nya, terdapat kecenderungan penghil angan
i dentitas, ekspresi, dan pengetahuan asli dari
para petani. Hal ini ditandai dengan hilangnya

kemanpuan bertani tradi si onal , terki ki snya
kepercayaan diri, dan tergantungnya petani
terhadap produk industri sarana penunj ang

pet ani an yang jauh dari jangkauan nereka.
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Dari kasus ini terlihat bahwa dal am pengenal an
suatu nodel produksi baru dan varietas baru
tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang
sifatnya teknis belaka tetapi juga berkaitan
dengan aspek sosial budaya yang |ebih |uas.
Pet ani yang terbiasa nmengatur dirinya sendiri
dal am nel akukan produksi pertanian tidak nudah
unt uk nmenyesuai kan diri dengan cara ber produksi
baru. Alih teknologi yang diharapkan terjadi

sehingga bisa neningkatkan Kkinerja pertanian
subsisten (tradisional), justru tidak terjadi

Fenonena sebaliknyalah yang terjadi, vyaitu
menghi | angnya kemanpuan dan penget ahuan bert ani
asl i serta ketergantungan terhadap sarana

produksi yang di sedi akan ol eh industri-industri
petani an. Sedikit, kalau sulit dikatakan tidak
ada, yang bisa diperoleh petani plasma dar

i ntensifikasi teknologi yang diterapkan dal am
UPK selain yang nyata terlihat bahwa hal itu
| ebi h di nungki nkan karena tersedi anya nodal
keteranpi l an, dan peluang pasar. Lebih jauh,
Seaver dalam W/Ilson (1986) nengatakan bahwa
kontrak bukanlah netode untuk nendapatkan
keuntungan yang diperoleh dari keunggul an
teknol ogi tetapi |ebih karena aspek organi sasi
yaitu berkaitan dengan pola penilikan dan
kontrol distribusi.

SI FAT KOMCDI TAS

Sifat-sifat dasar konoditas secara signifikan
akan nmenpengaruhi kinerja UPK Dengan dem ki an,
faktor product fit nenjadi satu faktor penentu
kesuksesan. Pertama, karena tidak senua jenis
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konoditas pertanian cocok diproduksi nelal ui
sistem kontrak. Kedua, sifat dasar konoditas
tertentu yang diproduksi nelalui UPK akan
menpengar uhi  kesej ahteraan dan posisi petani
keci| dal am hubungan kontrak. Ketiga, dinam ka
ekonom konodi t as sangat menpengar uhi
keberl anjutan hubungan UPK

Untuk kasus |Indonesia, konoditas yang akan
ditanam nelalui UPK selalu dipilih dengan
perti nmbangan- perti nbangan tertentu, nanmun
perti mbangannya tidak selalu bersifat ekonoms.
Perti mbangan sosial dan politis pun sangat
dom nan. Dal am kasus UPK dengan BUWMN sebagai
per usahaan intinya, bi asanya pem | i han
konoditas selalu dikaitkan dengan kepentingan
nasi onal atau kepentingan lain yang |ebih |uas
dari kepentingan ekononis perusahaan inti dan
pet ani .

Pem | i han konoditas yang di dasarkan atas suatu
anti si pasi pasar yang ternyata tidak benar juga
kerap terjadi. Pemlihan kel apa untuk beberapa
proyek PIR misalnya, berkaitan dengan krisis
m nyak kelapa pada akhir tahun 70-an. Nanmun
dem ki an, proyeksi pasar yang berkaitan dengan
m nyak kelapa terbukti tidak benar, karena
ternyata harga di pasar donesti k naupun pasar
ekspor | emah dan berfl uktuasi. Apal agi produksi
kel apa sawit nmenganbil alih pangsa pasar
kel apa.

UPK Tidak Dapat Diterapkan Pada Setiap Jenis
Konodi t as
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Ditinjau dari sisi perusahaan, UPK hanyal ah
satu dari berbagai cara yang dapat digunakan
untuk nenjanmin pasokan bahan baku bagi
perusahaan. Masih ada cara-cara |ainnya yang
bi sa di gunakan, bahkan bisa jadi |ebih baik
hasi | nya, mnisal nya nenbeli di pasar bebas atau
mem i ki kebun sendiri. UPK nemang nenawar kan
suatu kel ebi han yang bisa nenguntungkan pihak
perusahaan, tetapi perlu dipaham cara ini
hanya dapat berjalan baik pada jenis-jenis
produk pertanian tertentu dan di daer ah
tertentu pula. Aeh karena itu, perlu disadari
adanya hanmbatan untuk dapat nenerapkan UPK
secara mmssal di senua jenis konoditas di
| okasi nmanapun. Beberapa catatan berikut dapat
menberi kan ganbaran di  mana UPK potensi al
di kembangkan.

Praktek UPK banyak ditermui di per usahaan
pengol ahan nmkanan. Hal ini disebabkan pabrik
pengol ahan nem |i ki ongkos tetap (fixed cost)
yang sangat tinggi, sehingga perusahaan harus
dapat menj aga  agar bahan nmentah selalu
di perol eh secara konstan pada |evel yang dekat
dengan kapasitas pabrik. Sistem pertanian
kontrak, dalam hal ini nenawarkan nekani sne
pengadaan bahan nentah secara |lebih baik
keti nbang nengandal kan pasar terbuka. Selain

itu, beberapa jenis i ndustri pengol ahan
menunt ut adanya teknologi canggih yang sulit
di kuasai oleh keluarga petani kecil. Dengan

dem ki an, petani yang nmenproduksi konoditas
yang hanya dapat bernilai ekonom s bila sudah
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di ol ah seperti kel apa samﬁtEl harus nengait kan
diri dengan perusahaan pengol ahan.

UPK juga banyak di kenbangkan pada produk untuk
ekspor. Pasar |uar negeri biasanya nenbutuhkan
standard tertentu dan produksi harus nenenuhi
skal a ekonom s tertentu. Nama nerk dan sal uran
pemasaran bagi  produk-produk ekspor sangat
berperan, sehingga petani dapat nenperoleh
nilai tanbah bila perusahaan inti nenilikinya.

UPK banyak ditenui dal am kegi at an produksi yang
mem | i ki sifat dasar fluktuatif dal am
penggunaan tenaga Kkerja. Pada kasus ayam
broiler, selanma m nggu-m nggu pertama, anak
ayam nenbutuhkan perawatan khusus dan i nput
tenaga kerja yang besar. Namun pada nasa
beri kut nya, kebut uhan i ni menurun drastis.
Dem kian pula asparagus dan tebu, adal ah
tanaman yang sangat intensif tenaga kerja.

UPK banyak di kembangkan pada konoditas non-
tradi sional, terutama buah-buahan dan sayuran.
Salah satu alasannya adalah karena nilai
ekonom s konodi tas non-tradi sonal yang tinggi

2 ganmpai saat ini, belum ditenukan suatu teknol ogi

sederhana yang bisa digunakan petani untuk menproses
buah kelapa sawit nenjadi mnyak sawit yang siap
di pasarkan oleh petani. Sermua teknologi prosesing
m nyak sawit masih nmerupakan teknol ogi canggih yang
hanya bisa dibeli dan dikuasi oleh perkebunan besar
yang nenmliki nodal dan keahlian yang cukup guna
nmenbel i dan nenguasai t eknol ogi secara optimal
(Soetrisno & Wnahyu. 1991 Kelapa Sawit: Kajian Sosial
Ekonomi, hal 93-94).
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Selain itu, karena petani sering kesulitan
menperol eh input produksi, terutama bibit.
Untuk nenjamn perolehan bibit berkualitas
bagus, yang kadang-kadang tidak bisa diperoleh
di pasar terbuka, petani harus terlibat dalam
hubungan kontrak dengan perusahaan inti. Al asan
| ain adal ah karena bagi konoditas yang baru
di per kenal kan, penget ahuan tekni s nenj ad

penting, perusahaan pun dapat |ebih berperan
dal am nendi sem nasi kan pengetahuan ini kepada
para petani kontraknya.

UPK banyak di kembangkan pada produk yang ti dak
mengenal mnusim dan dapat diproduksi sepanjang
tahun. Apabila tanaman yang di produksi nel al ui
UPK adal ah tananman nusi nan naka pada nmasa panen
ada kerungki nan perusahaan inti tidak dapat
menanpung seluruh produksi petani. Hal ini
dapat neni nbul kan konflik antara petani dan
perusahaan inti.

Sel ai n beberapa catatan di atas, terdapat pula
aspek penting |ainnya yang turut nenpengaruhi
penganbi | an keputusan untuk nengenbangkan UPK,
khususnya dari sisi perusahaan inti. Aspek
tersebut adalah karakteristik teknis dari
konoditas yang bersangkutan berkaitan dengan
pengol ahan |ebih lanjut. Adapun yang di maksud
dengan karakteristik teknis tersebut,
menyangkut beberapa hal tersebut di bawah i ni

Si fat Dasar Konoditas dan Kesejahteraan Petani
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Dua pertanyaan penting sehubungan dengan sifat
dasar konoditas yang akan nenpengaruhi tingkat
kesej aht er aan pet ani adal ah sej auh mana
konodi t as menberi kan kont ri busi dal am
peni ngkatan kesenpatan kerja dan pendapatan
petani? Pertanyaan kedua adalah bagai mana
fleksibilitas petani untuk nendiversifikasi kan
pendapat annya nel al ui produk- produk | ai n?

Sal ah satu danpak yang nyat a dari
di kembangkannya UPK adal ah t er bukanya
kesenpatan kerja, baik di sektor pertanian
maupun di dal am i ndustri pengol ahan.
Berdasarkan satu studi yang dil akukan di
beberapa kasus UPK, disinpulkan bahwa jenis

konodi t as at au jenis pengol ahan (bai k
t radi si onal seperti gul a, ber as, pi sang,
maupun nontradi si onal seperti buah dan sayuran
untuk ekspor, di kal engkan atau di bekukan)

termasuk satu dari tiga variabel kunci yang
menpengar uhi kualitas | apangan kerja baru yang
terbuka dal am UPK. Dua vari abel | ainnya adal ah
jenis perusahaan inti, apakah  perusahaan
t ransnasi onal , perusahaan swasta nasional,
perusahaan sem negara, atau perusahaan swasta
| okal (dalam banyak kasus juga merupakan
subkontraktor) serta sektor wusaha, apakah di
sektor pengol ahan atau pertanian (dover &
Kusterer, 1990: 138).

KARAKTER TEKNIS KOMODITAS

Tanpa memperhitungkan aspek permintaan, ada beberapa aspek teknis yang
membuat beberapa komoditas lebih cocok diproduksi melalui sistem UPK. Ada
lima hal yang cukup penting berkaitan dengan sifat fisik dan teknis tanaman, yang

bisa menjadi pertimbangan pihak perusahaan agrobisniS untuk menerapkan
7 Gistem pertanian kontrak, yaitu:

¢ Perishability yaitu sifat komoditas yang tidak tahan lama dan mudah rusak
sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Komoditas yang mudah rusak
harus cepat diproses, hal ini merupakan insentif bagi dibentuknya unit
pengumpulan dan pengolahan lanjut. Komoditas yang demikian akan lebih
menarik bagi perusahaan agroindustri untuk memproduksinya melalui sistem
UPK.

+ Bulkiness yaitu sifat yang berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan ukuran
komoditas per satuan unit berat atau volume. Komoditas yang mempunyai nilai
tinggi per satuan berat atau volume akan lebih diminati untuk diproduksi
melalui sistem UPK, misalnya buah-buahan, sayuran, atau bahan minuman
tropis. Selain itu juga komoditas ini relatif mudah diangkut.

¢ Permanence, berkaitan dengan sifat produksi yang terus-menerus tanpa
mengenal musim. Komoditas yang dapat diproduksi secara permanen (terus-
menerus tidak mengenal musim) atau semi permanen lebih diminati untuk




UPK yang nenproduksi konoditas non-tradisonal
bernilai tinggi, berpotensi untuk nenghasilkan
pendapatan |ebih besar bagi petani ketinbang
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konoditas tradisional. Apalagi kalau konoditas
tradi sional ini diatur harganya ol eh kebijakan
tertentu yang di kel uarkan peneri nt ah.

Adanya alternatif konoditas vyang dihasilkan
mer upakan sal ah satu kondi si yang nmengunt ungkan
bagi petani dalam UPK. Tujuan petani terlibat
dal am hubungan kont r ak adal ah unt uk
meni ngkat kan keamanan (security) dan pendapat an
untuk  nenghi dupi kel uar ganya. Kal au bi sa,
tentunya nereka ingin nmencapai tujuan itu tanpa
harus berkorban terlalu banyak. Bagi petani
berl ahan senpit, |ahan adalah satu-satunya
sunber penghi dupan kel uarga. Apabila konoditas
yang ditanammya bukan tanaman pangan yang
berunur pendek naka jam nan untuk terpenuhinya
kebut uhan pangan kel uarga tidak di perol eh. Pada
UPK untuk konoditas yang berunur panjang
(m sal nya tebu dan tanaman keras), petani harus
menunggu beberapa tahun sebelum nenperol eh
pendapatan dari hasil tanamannya, senentara
kebut uhan pangan kel uarga harus terpenuhi dan
pada saat yang bersanman juga petani harus
mengenbal i kan kreditnya. WAl aupun sesungguhnya
tebu dan beberapa jenis tanaman keras di anggap
kurang tepat untuk diproduksi nelalui UPK
namun karena alasan yang bersifat politis,
ternyata petani kecil dilibatkan dal am hubungan
kontrak untuk nenproduksi konoditas tersebut.

UPK sebai knya masi h nenbuka pel uang bagi petani
untuk nenperol eh konbi nasi pendapatan dari
sunber lain. Bila petani dipaksa nengikuti
si stem nonokul tur, ini berarti ada pengorbanan
yang terlalu besar yang harus di beri kan petani .
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Hal ini kadangkal a nemaksa nereka untuk
menyerah dan keluar dari hubungan kontrak.

Per masal ahannya, seringkali sulit bagi petani

unt uk kel uar begitu saja dari hubungan
kontrak. Bila nereka terikat sedem kian rupa
dan sulit nelepaskan diri secara formal dari

hubungan ini maka nereka akan keluar secara
di am di am

Masal ah ini nmemang bisa nenjadi dilema dalam
hubungan kontrak. Dal am beberapa kasus, adanya
kegi atan usaha |ain yang bisa diperol eh petani

menyebabkan para petani nel anggar kontrak pada
masa-masa tertentu, karena pendapatan dari

kegiatan lain |lebih besar. Pada kasus UPK
konmoditas runput laut msalnya, pada bulan
Desenber para petani peserta biasanya beralih
aktivitas dari menbudi dayakan runput |aut ke
kegi atan nmencari cuni-cum yang nenang sudah
menj adi kegiatan rutin nereka sejak dulu. Hal

i ni ternyata meni nbul kan kesulitan bag

perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap
keber | anj ut an hubungan kontr ak.

KASUS TEBU

Dalam program TRI, menanam tebu, bagi petani berlahan sempit,
dirasakan berat karena petani harus menunggu lama untuk dapat
memetik hasilnya. Petani berlahan sempit akhirnya lebih suka
menyewakan lahannya kepada pihak lain yaitu petani kaya atau
pemilik modal kuat. Pemilik modal, dengan dana yang dimilikinya,
mampu menyewa lahan sejumlah besar petani kecil sehingga
mencapai luasan yang cukup besar sebagai kebun tebu dan
menjadikan usaha ini sebagai usaha yang menguntungkan bagi
mereka. Kasus seperti ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan
program TRI yang hendak menjadikan petani “tuan” di atas lahannya
sendiri. Dalam kasus ini petani kecil tersebut kembali hanya berstatus
sebagai “tukang menyewakan tanah”, sementara pengusahaan tebu
ditangani oleh pihak lain.

(Sumber: Mubyarto & Daryanti, Gula: Kajian Sosial Ekonomi, 1991;51)




D nam ka Ekonom Konoditas Dan Keberl anjutan
UPK

Satu hal paling ganblang untuk disebutkan
sebagai faktor yang menpengaruhi kesuksesan
at au kegagal an UPK adal ah di nam ka ekonom dari
konoditas yang diproduksi, yakni bagai mana
prospek pasar dan harga konoditas tersebut?
Apabi | a secara konersial produk yang dihasil kan
tidak layak jual karena pasarnya tidak ada atau
kurang, serta harganya terlalu rendah atau
ber f | ukt uasi , maka sulit sekal i nmencapa
sukses. Lebih dari itu, harga dan alternatif
pasar konoditas juga nenpengaruhi di nam ka
i nteraksi antara aktor-aktor pelaku dal am UPK.
Penj el asannya adal ah sebagai beri kut.

Apabil a harga pasar konoditas yang diproduksi
melalui  UPK neningkat jauh di atas harga
kontrak, ada godaan besar bagi petani untuk
menj ual produknya ke pasar bebas yang unmumya
menawar kan penbayaran secara tunai. Sebaliknya,
bila harga pasar terlalu rendah, perusahaan
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j uga bisa nenmani pul asi kontrak, m sal nya dengan
mer endahkan harga beli atau nenolak produk
dengan berbagai al asan. Itu sebabnya UPK | ebih
ber kembang pada produk vyang neniliki pasar
tertutup. Saluran pasar yang sangat terbuka
mengancam gagal nya hubungan kontrak karena
menberi kan pel uang terjadi nya pel anggaran atas
perjanjian untuk nenyetorkan produk akhir ke
pi hak perusahaan dan nengurangi hanbat an pet ani
untuk kel uar dari hubungan kontrak bila nereka

ti dak  nenghendaki . Akan tetapi, ti adanya
alternatif pasar  berarti juga nenperbesar
kemungki nan pet ani terekspl oi t asi dal am

hubungan kontrak. Ti dak sederhana bukan?

KASUS KELAPA SAWIT

Indonesia sudah mampu menghasilkan minyak sawit mentah yang
memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Harga pun dapat
bersaing. Tetapi ketika muncul isu bahwa minyak sawit membahayakan
kolesterol, pasar pun rusak. Bila semua proyek PIR berhasil dan
produksi meningkat, memasarkan minyak sawit mentah yang diproduksi
menjadi tidak mudah. Ekspor Indonesia pun harus bersaing dengan
produksi Malaysia.

KASUS KELAPA

Kelapa merupakan satu komoditas perkebunan yang sebagian
diusahakan melalui pola PIR. Untuk mengusahakan kelapa dibutuhkan
waktu yang lama sebelum hasilnya bisa dinikmati. Harga jual yang
memprihatinkan akan sangat merugikan. Sedangkan untuk menempuh

jalan pintas misalnya dengan menebang pohonnya dan mengganti
dengan komoditas lain akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. /3

KASUS TEH

Situasi pasar teh internasional yang sangat fluktuatif dalam beberapa
tahun ini tidak menguntungkan, sehingga membuat pendapatan petani
plasma peserta PIR-lokal Teh juga sangat rendah. Bahkan mereka merugi
jika mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan intinya. Meskipun
demikian, mereka tetap harus menyalurkan pucuk-pucuk tehnya ke
perusahaan inti. Beruntung situasi pasar teh domestik masih baik dan
bangunan kontrak yang terjalin antara mereka dan perusahaan inti tidak
kokoh, sehingga mereka masih bisa menjual pucuk-pucuk tehnya ke luar
pabrik inti.




KEBI JAKAN DAN | NTERVENSI PEMERI NTAH

Di nam ka dan interaksi antara pihak inti dan
petani dal am hubungan kontrak, tidak steril
dari pengar uh kebi j akan dan i ntervens

penerintah. Kebijakan dan intervensi penerintah
dapat di masukkan sebagai sal ah satu kunci yang
menent ukan (key det er mi nant s) kesuksesap

kegagal an, atau hasil lain dari hubungan UPKX
D I ndonesia, beberapa jenis UPK justru tinbul
bukan atas dorongan pasar nelainkan karena

® Lihat misalnya David Gover & Lim Teck Ghee (Eds.)
1992. Contract Farnming in Southeast Asia: Three
Country Studies.
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i ntervensi penerintah. GCejala penmaksaan dal am
UPK di Indonesia sangat kelihatan misalnya
nmel al ui  berbagai program PIR yang newajibkan
pengusaha besar bermitra dengan pengusaha
kecil. Paksaan ini ternyata hanya neni nbul kan
hi gh cost econony yang sangat nmerugi kan bagi
perusahaan rmaupun petani. Umummya notivasi
mel akukan UPK atas paksaan ini adalah untuk
menmenuhi perti mbangan politik ket i mbang
perti mbangan ekonomi at au sosi al . Nanun
dem ki an, hubungan kontrak yang Dberkenbang
secara alamah atas inisiatif sendiri juga
dapat ditemui.

Ada perbedaan performance antara UPK yang
muncul akibat inisiatif pasar dan UPK aki bat

dorongan intervensi Perneri nt ah. UPK  yang
mer upakan program peneri nt ah ori ent asi
bi sni snya dapat di katakan kurang nenonjol dan
sulit dikoordinasi kan aki bat i rokrasi yang

terlalu rumt. Suatu |okakarya= yang nenbahas
beberapa nodel kenmitraan wusaha besar-keci

menyi nmpul kan bahwa UPK nenjadi tidak efisien
dan tidak efektif jika struktur hubungannya
rumt atau pelaku yang terlibat terlalu banyak.
Tanmpaknya ada hubungan erat antara konpl eksitas
dan kegagal an. Semakin banyak pihak yang
terlibat, senakin kecil peluang untuk sukses.
Dal am kasus-kasus yang dibahas, hubungan UPK
mel i bat kan banyak pel aku, terutama dal am kasus

24

Lokakarya Kebijakan untuk Mendukung Strategi Kemnitraan
Usaha di I ndonesi a, Badan Litbang Koperasi dan
Pengusaha Kecil, AKATIGA dan The Asia Foundation,
Jakarta, Novenber 1996.
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PIR Selain pihak petani/produsen Kkecil dan
pi hak usaha besar yang terlibat, ada pihak-
pi hak lain yang turut terlibat yaitu penerintah
yang neliputi banyak instansi dan pada beberapa
kasus, LSM Sesungguhnya jum ah pelaku yang
terlibat tidak akan neninbul kan persoalan bila
masi ng-masi ng pi hak nenberikan nilai tanbah
yang jelas pada hubungan UPK yang terjadi. Hal
yang paling penting adalah proses penganbilan
keputusan harus dilakukan ol eh aktor-aktor
ut amanya.

Permerintah dalam hal ini bukanlah satu aktor
yang honogen, karena terdapat pul uhan instansi
penerintah yang terlibat (di |evel kebijakan
maupun di 1 evel operasional) dan berkepentingan
dal am UPK® Apal agi karena di mata penerintah

UPK mer upakan al at at au cara unt uk
nmer eal i sasi kan berbagai kebijakan penbangunan
yang |ebih luas. Dengan kata lain, UPK sering
di bebani banyak tujuan (rulti purpose). Dapat
di sebutkan di sini di antaranya kebijakan
rel okasi  penduduk (transmgrasi), kebijakan
untuk neningkatkan volunme ekspor  produksi
pertanian, kebijakan transfer teknologi di
bi dang pertani an, dan kebijakan politis yang
laten vyaitu tujuan penbauran dan keamanan

Masi ng-masi ng instansi yang terlibat nmemliki
kepentingan yang bisa jadi berbeda satu samm

lain. Penerintah, diwakili Badan Usaha MIik
» Sebagai cont oh, satu  studi mengenai Pl R- BUN
nmenper | i hatkan setidaknya ada 18 instansi yang
terlibat dalam proyek ini. Selain Bank luar negeri

(Bank Duni a), pihak |ainnya adal ah instansi pemerintah
(Li hat Gunawan dkk. 1995: 44)
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Negara yang berlaku sebagai perusahaan inti
bisa memliki kepentingan yang berbeda dengan
pi hak perbankan yang nenberikan kredit untuk
petani atau pihak Departenen Pertanian dan
Departemen Transm grasi. Namun pada akhirnya,
seti daknya di atas Kkertas, tujuan untuk
meni ngkat kan kesej aht er aan pel aku ekonom
| emahl ah yang sering disebut sebagai tujuan
utama dari senua instansi ini.

Tuj uan untuk mensej aht erakan petani ini pulal ah
yang nenbenar kan adanya intervensi dari pihak
ketiga (penerintah). Walaupun idealnya setiap

per masal ahan yang di hadapi dal am UPK
di sel esai kan ol eh pihak-pi hak yang terlibat
kontrak itu sendiri, namun unmummya sulit bagi
pet ani unt uk bi sa menper t ahankan
kepenti ngannya. Oeh karena itu, harus ada
i nt ervensi dari pi hak penerintah sebagai
penengah apabil a terjadi sengket a t ak

tersel esai kan antara kedua belah pihak dalam
hubungan kontrak. Kenyataannya, kondisi yang
di hadapi tidak |agi sederhana, karena unummya
penerintah justru memliki hubungan | ebi h dekat
dengan pi hak perusahaan sehingga di hadapan
penerintah, pihak perusahaanlah yang memliKki
pengaruh politis Iebih besar ketinbang para
petani. Hal ini dinmngkinkan karena dal am UPK,
penerintah tidak |agi berperan sebagai pihak
yang tidak nemliki kepentingan (netral).
Justru penerintah nmemliki kepentingan sendiri
yang akan |ebih rnudah dipertenukan dengan
kepenti ngan pi hak perusahaan ketinbang dengan
kepenti ngan petani .
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Di I ndonesi a, kebi j akan peneri nt ah yang
bersifat nelindungi dan nenjam n keberl anjutan
hubungan UPK masih dirasakan sangat kurang.
Bahkan canmpur tangan penerintah dalam banyak
kasus UPK justru terlalu berlebihan. Peranan
strategis yang perlu dijal ankan ol eh penerintah
adal ah f ungsi pengawasan unt uk menj am n
keadi | an dal am UPK bisa dicapai, serta fungsi
penbi na dengan pem hakan yang jelas pada para
pr odusen kecil. Peneri nt ah har us nul ai
mer eduksi intervensinya di tingkat operasional

dan nulai nenilih peran-peran strategis saja.
Kebi j akan tentang harga yang tepat m salnya,
sangat diperlukan karena akan nenpengaruhi
ti ngkat keuntungan yang diperoleh perusahaan

maupun petani. Seperti dijel askan pada bagi an
sebel umya, harga konmpditas baik di pasaran
i nt er nasi onal maupun pasar an domesti k

seringkali berfluktuasi. Dalam hal ini banyak
yang berpendapat seharusnya nekanisnme pasar
bebas dijadi kan acuan. Apa yang unummya terjad
saat ini adalah bila harga di pasar bebas
meni ngkat, petani tidak dapat nerai h keuntungan
yang muncul karena adanya kebijakan harga yang
kurang responsif terhadap perubahan harga di
pasar bebas.
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CATATAN PENUTUP

Buku ini sejak awal nemang tidak
di rancang unt uk nmengenukakan
sol usi - sol usi atas permasal ahan
yang nmuncul dalam UPK  Sebaga

satu tulisan yang |ebih bersifat
deskriptif dengan mengandal kan
literatur serta hasil kajian yang
pernah dil akukan para penulis
sebel umya, buku ini |ebih tepat
di sebut sebagai buku pengantar
yang dapat digunakan ol eh siapa
saj a yang ber m nat unt uk
nmenget ahui sel uk bel uk UPK.

Di har apkan, penel aahan terhadap
pot ensi naupun per soal an UPK
terutama dalam kaitannya dengan
tujuan peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan para produsen
keci | i ni dapat menber i kan
i nf or masi yang | ebi h jelas
mengenai UPK. Dengan begi t u,

kemanf aatan UPK pun dapat dili hat
secara |lebih proporsional serta
ti dak begi tu saja di gunakan
sebagai senjata panmungkas dal am
nmengat asi persoal an yang di hadapi

para produsen kecil atau nmmasal ah
penbangunan | ai nnya. Kal aupun UPK
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akan di apli kasi kan secara nel uas,

ada beber apa pr akondi si yang
perlu ada untuk penanfaatan yang
| ebi h opti mal

Berkai tan dengan tujuan tersebut
di atas, nmmka pada bagi an penutup
ini akan diulas kenbali beberapa
pertanyaan pokok yang muncul
dengan penekanan pada prakondi si
yang diperlukan serta kendal a-
kendal a yang di hadapi

unt uk mencapai tujuan peni ngkatan kesej ahteraan

produsen kecil nelalui UPK

Pertanyaan pertama yang paling nendasar dari
penbahasan nengenai UPK ini adal ah, apakah UPK
mer upakan  nodel yang lebih ideal, jika
di bandi ngkan dengan sistem produksi |ainnya?
Dengan kata lain, mnengapa di [|ndonesia nodel
ini |ebih disukai?

Ditinjau dari sisi policy makers, UPK nerupakan
i nstrunen kebijakan yang sangat nenari k. Al asan
utama adal ah karena nelalui UPK di nungki nkan

t er bent uknya suatu hubungan ‘“kem traan'’
antara usaha besar dan usaha kecil. Kemtraan
adal ah suatu jargon penbangunan yang sangat
popul er dalam dekade belakangan ini, yaitu
adanya kerja sama atas dasar prinsip saling
mener | ukan, saling nmenperkuat, dan saling

mengunt ungkan. Mel alui hubungan kenitraan ini
keadaan ekonom para petani/pengusaha keci

dapat di perbai ki dan hanbat an- hanbatan yang
mer eka  hadapi dapat di at asi tanpa harus

74



mengor bankan kepentingan pihak lain. Apabila
di j al ankan dengan konsi sten nodel ini dipercaya
dapat nendorong aktor-aktor penbangunan Iain
mengenbangkan inisiatifnya sehingga dapat
menmacu inovasi dan pertunmbuhan secara |uas.
Ji ka di bandi ngkan dengan bentuk bantuan |ain
yang lebih bersifat karitatif dan dom natif
(m sal nya dal am nodel bapak-anak angkat), UPK
pot ensi al nenci ptakan keberl anjutan hubungan
untuk jangka panjang. Lebih dari itu, secara
politis kemtraan dalam bentuk UPK dapat
meredam isu kesenjangan ekonom  (besar vs
kecil; sektor industri vs sektor pertanian).

Ber dasar kan pem ki ran yang di kermukakan di at as,
maka penerintah nengel uarkan berbagai instrunen
kebi j akan yang pada i ntinya nmendor ong
t erbent uknya kem traan antara usaha besar-keci

termasuk di antaranya nelalui UPK  Melal ui
pem kiran yang kurang |ebih serupa, |enbaga-
| enbaga penberi dana seperti Wrld Bank sangat
antusi as nendukung berbagai proyek UPK vyang

di i ntroduksi kan peneri nt ah yang umumya
mel i bat kan badan-badan usaha mnmlik negara
sebagai perusahaan inti. Mereka  ber har ap,

mel al ui nodel UPK, tujuan sosial, ekonom, dan
politis dapat dicapai sekaligus.

Senentara itu, perusahaan inti dan petani
sendiri tentu neniliki alasan nmasing-masing
untuk terlibat dalam hubungan kontrak seperti
t el ah di kemukakan pada bagi an pertanma buku ini.
Hubungan kontrak sebagai mnana hubungan bisnis
| ai nnya, hanya akan |anggeng bila nenberikan
keuntungan bagi kedua bel ah pihak, |epas dari

75



berapa proporsi keuntungan yang diperoleh
masi ng- masi ng pi hak. Namun seringkali hubungan
simbi osis nutualisnme yang di harapkan dari UPK
tidak tercipta. Hubungan yang ada bukannya
mengunt ungkan kedua bel ah pihak, el ai nkan
merugi kan salah satu pihak atau nmalah pada
beberapa kasus ternyata rnerugi kan kedua-
keduanya.

Wal aupun secara teoritis nanfaat hubungan
kontrak bagi perusahaan inti dan petani tanpak
jelas, pada prakteknya tidak nmudah nenenukan
kasus UPK ideal yang nenberi kan manfaat secara
adi| dan berkel anjutan kepada kedua pi hak yang
terikat kontrak. D Indonesia, Dbukti-bukt
kesuksesan UPK jauh |ebih Iangka ketinbang
bukti - bukti kegagal annya. Mani f est asi dar
kegagal an ini dapat dilihat dari terhentinya
hubungan kontrak di tengah jalan, tingginya
ti ngkat pelanggaran kontrak oleh salah satu
atau kedua belah pihak, munculnya konflik-
konflik berkepanjangan antara pihak-pi hak yang
terlibat, alih t eknol ogi yang berj al an
set engah- set engabh, keunt ungan sepi hak,
penentuan harga dan keputusan lain yang tidak
transparan, tidak terpasarkannya produk yang
di hasil kan karena berbagai al asan, serta
muncul nya pi hak ketiga yang menganbi |
keuntungan sendiri dari hubungan kontrak yang
terjadi antara perusahaan inti dan petani.

Kal au denikian, situasi seperti apa yang
mer upakan prakondi si untuk nenjanin skena ini
dapat diterapkan sekal i gus nmencapai tujuan yang
f undanent al yakni sebagai i nstrunen untuk
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meni ngkat kan kesej aht er aan pet ani secar a
ber kel anj ut an?

Kont r ak

Isi kontrak nmerupakan cerm nan dari hubungan
yang terbentuk dalam UPK Kontrak bisa
mencer mi nkan  hubungan yang sinetris atau
asinetris antara perusahaan inti dan petani.
| deal nya, isi kontrak disusun dan disepakati
ol eh kedua bel ah pi hak. Masi ng- masi ng
nmenandat angani kontrak secara bebas atas
kemauan sendiri (tidak ada paksaan), dan kedua
bel ah pi hak bisa nmengundurkan diri dari kerja
sama bila mereka nengingi nkannya. Isi kontrak
seharusnya nencerm nkan Kkepentingan nmasing-
masing pihak yang dapat di penuhi nmel al ui
kerjasama dengan pi hak | ai nnya.

Kenyat aannya, sangat jarang petani nenperol eh
kesenpatan untuk ikut nmerunmuskan isi kontrak.
Kontrak merupakan interpretasi dari pi hak
perusahaan inti terhadap apa yang seharusnya
terjadi, sehingga lebih bersifat nmenekan satu
pi hak untuk nengi kuti berbagai ketentuan yang
di atur dalam kontrak dan nenberikan peluang
kepada pihak lain untuk nenbatal kannya ketika
di i ngi nkan. Kontrak juga nengatur standar
kualitas produk yang nenberikan penbenaran
kepada perusahaan inti untuk nenolak produk
yang di anggap ti dak menenuhi st andar d
per m nt aannya, dan adal ah pengawas dari
perusahaan yang nmenutuskan bagai nana standar
ini di i nterpretasikan. Di I ndonesi a,
penandat anganan kontrak oleh petani | ebi h
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sering merupakan keharusan ketinbang sebuah
pi | i han.

Struktur Keterkaitan

Wal aupun skal a ekonom s dal am nenyel enggar akan
suatu kegiatan usaha tetap nenjadi bahan
perti nbangan, nanmun dal am UPK skal a usaha yang
terlalu besar jika tidak didukung ol eh
kehandal an manaj enen, justru berpotensi besar
mengal am kegagal an. Kapasit as pr oduksi
terpasang yang besar nenuntut penmenuhan bahan
baku dalam juniah yang juga besar, sehingga

bila tidak terpenuhi, dapat nmenjadi sunber
kerugi an bagi pihak perusahaan inti. Masal ah
bi rokrasi dal am penganbil an keputusan j uga

menj adi soal besar untuk UPK berskala besar
yang dirancang penerintah seperti terlihat
dal am kasus PIR Bun dan TRI. UPK yang paling
berhasil justru UPK yang nemliki struktur
sederhana. Suatu kajian terhadap tujuh kasus
keterkai tan antara petani kecil dan pengol ah di
I ndonesi a nmenunj ukkan adanya hubungan antara
konpl eksitas dari keterkaitan dan kegagal an.
Semakin  banyak pihak yang terlibat dalam
transaksi, untuk alasan apapun, semakin kecil
pel uang proyek tersebut akan sukses (Boongard,
1996: 5) .

Kom t men Dan Moti vasi

Satu nmsal ah besar yang sangat nenpengaruh

ki nerja hubungan kontrak adalah tujuan dan
kom trmen dari perusahaan inti. Khususnya bila
perusahaan inti adal ah Badan Usaha M lik Negara
yang di tunpangi ol eh banyak kepentingan |ain di
| uar kepentingan nenjal ankan kegiatan usaha.
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Banyaknya kepenti ngan i ni meni nmbul kan
kebi ngungan nengenai tujuan. Ml akukan kontrak
dengan petani seringkali didorong oleh suatu
nmoti vasi untuk mnel aksanakan kewaji ban atau atas
dasar paksaan, sehingga hubungan kontrak tidak
terjadi secara alam ah (sukarela). Akan tetapi
hal ini tidak berlaku pada UPK yang berdasarkan
notivasi bisnis senmata. UPK tipe ini tujuannya
sangat spesifik dan jelas, yaitu keuntungan
ber bi sni s bagi pengusaha dan petani, sehingga
pi hak-pi hak yang terlibat dalam hubungan ini
ti dak di bi ngungkan ol eh tujuan-tujuan |lain dari
hubungan kontr ak.

I ntervensi Yang Tepat

Di banyak negara dunia Kketiga, t er masuk
I ndonesi a, pengenbangan UPK unummya memnmang
di kai tkan dengan retorika populis yakni untuk
menj angkau masyarakat miskin di pedesaan dan
upaya penbangunan usaha tani skala kecil. Untuk
menunj ukkan kom tnen inilah maka Badan Usaha
MIlik Negara di banyak negara dunia ketiga
seperti Kenya, Thailand, Malaysia, Phillipina
dan | ndonesia sendiri, secara aktif nelibatkan
diri dal am hubungan kontrak dengan para petani
kecil. UPK rancangan penerintah yang di dukung
ber bagai kebijakannya ini, sangat sarat dengan
beban politis. Akibatnya, intervensi penerintah
nmenj adi sangat masif dan tidak proporsional.
Canmpur tangan penerintah beserta aparatnya
sering masuk ke bagi an-bagi an yang sebetul nya
merupakan tanggung jawab perusahaan inti
dan/ at au petani .

Konoditas Terpilih
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Seperti tel ah di j el askan pada bagi an
sebel umya, sifat dasar konoditas merupakan isu
pokok dal am UPK, bukan saja karena tidak senua
jenis konoditas cocok untuk diproduksi nel al ui
sistem kontrak, nelainkan juga karena jenis
konodi t as akan menpengar uhi kesej aht er aan
pet ani dan keberl anj utan hubungan kontrak untuk
jangka panjang. Syarat nendasar dari jenis
konodi tas yang diproduksi nelalui UPK adal ah
harus sesuai untuk diproduksi petani kecil dan
har us menpunyai karakteristik beri kut :
menbut uhkan i nput tenaga kerja yang cukup serta
perhatian serius, dapat diproduksi dalam skala
kecil, dan nenghasil kan pendapatan per satuan
| uas yang cukup tinggi pula.

Tak Ada Pi hak Ketiga Yang Menganbi |

Keunt ungan Sendi ri

UPK pada prakteknya ternyata sering nengundang
muncul nya pi hak ketiga yang nenganbil pel uang
untuk keuntungannya sendiri, seperti |enbaga
per cukongan dalam sistem TRl yang nenguasai
tanah-tanah luas nelalui sistem persewaan dan
menguasai sel uruh j aringan nmekani sme
oper asi onal pel aksanaan TRI. Dalam kasus PIR
persusuan, posisi dan peran bandar susu cukup
penting dan kadang nelakukan kolusi dengan
koperasi yang berfungsi sebagai inti. Dem kian
pul a dalam PIR nanas, ada berbagai tipe bandar
“baru’ yang rmuncul, wal aupun aktivitas bandar-
bandar lama nmasih tetap berjalan. Msuknya
berbagai pelaku baru seperti KUD dan Ketua
Kel ompok Tani yang berfungsi sebagai bandar
baru ini, pada awalnya bernmaksud untuk
‘menbantu petani’, nanmun Kkenyataannya |ebih
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mer upakan ‘ per panj angan rantai’ t anpa
menberi kan tanmbahan keuntungan bagi petani
pl asma sendiri.

Fungsi Kontrol dan Monitoring

Fungsi kontrol dan nonitoring dari pihak yang
netral untuk nmenjam n jal annya hubungan kontrak
yang adil di Indonesia saat ini justru sangat
m nim sehingga pelanggaran dan penyinpangan
ant ar a ket ent uan dan pel aksanaan sulit
t er det eksi

Bil a prakondisi di atas terpenuhi maka situasi
yang kondusif untuk nenpronosi kan UPK sudah
tersedi a. Sel anj ut nya, masih ada kendal a-
kendala yang di t ermui pada nmasi ng- masi ng
partisi pan, yaitu perusahaan inti dan petani

Kendal a apakah di perusahaan inti dan petani
yang menpengar uhi kesuksesan pel aksanaan UPK?

Fakt or-faktor yang nenjadi kendala pencapai an
hubungan kontrak yang ideal antara perusahaan
inti dan petani dapat dipilah ke dal am kendal a
di pihak perusahaan inti dan kendala di pihak
petani . Walaupun kendala di pihak perusahaan
inti dan pet ani dapat teratasi, t anpa
pr akondi si seperti yang nendukung rasanya
must ahil nmencapai suatu hubungan kontrak yang
ideal . Perlu ditekankan di sini, bahwa kendal a
yang ada di perusahaan inti naupun petani dal am
menj al ankan UPK ber| ai nan antara satu kasus dan
kasus |ainnya. Secara sederhana faktor-faktor
yang nenj adi kendal a, bai k di pihak perusahaan
inti maupun di pihak petani, dapat diganbarkan
pada Tabel 3.
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Tabel 3
Kendal a dal am UPK

Kendal a di pi hak Kendal a di pi hak
perusahaan inti pet ani
« Penguasaan pasar * Kemanpuan mnengadops
¢ Penyal ahgunaan t eknol ogi baru
posi si * Rendahnya posi si
« Kapasitas manaj enen t anar
dan keahli an
» Ket ersedi aan dana

Kendal a di Pi hak Perusahaan Inti

Penguasaan Pasar
Dal am UPK, perusahaan inti nemliki peran dan
tanggung jawab yang strategis, karena posisinya

mengganti kan  peranan pertukaran @ di pasar
terbuka. O eh karenanya bonafiditas perusahaan
inti dal am nmemasarkan  produk-produk yang

di hasi |l kan petani menj adi sangat  krusial .
Apabila perusahaan inti tidak dapat nenjamin
pemasaran  produk  petani maka kel estarian
hubungan kontrak akan terancam Gagal nya
perusahaan inti nmemasarkan produk petani sesuai
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dengan kontrak merupakan pelanggaran prinsip
UPK.

UPK el al ui Pola PIR-Bun Kelapa Hibrida,
m sal nya, nenperli hatkan permasal ahan penasaran
sebagai salah satu persoalan yang dihadapi
petani peserta PIR, selain konversi kredit dan
pengenbal i an kredit. Kadang- kadang produksi
sudah berjalan, senentara penasaran hasilnya
bel um ada kepastian, sehingga sering terjadi
kel apa sudah berbuah tetapi pemasarannya tidak
jelas (Awang, San Afri, 1994:181). Situasi
serupa juga dihadapi oleh banyak kasus lain
seperti PIR Perunggasan di bawah ini.

PIR PERUNGGASAN: KEGAGALAN AKIBAT
KETIDAKMAMPUAN PERUSAHAAN INTI MERAIH PASAR

Dalam kasus PIR Perunggasan, kelemahan dalam implementasi PIR
terdapat pada fakta bahwa PIR ini hanya menekankan aspek produksi atau
secara lebih spesifik distribusi input, dan mengabaikan sama sekali
institusi pemasaran. Poultry Shop sebagai inti terbukti hanya mampu
mensuplai input. Tugas penting pemasaran berada diluar jangkauan
mereka, karena mereka tidak memiliki posisi tawar dalam sistem pasar
terbuka yang ada. Masalah utamanya sebetulnya, adalah ketika sistem PIR
diintroduksikan tahun 1984, jelas sekali semua pasar ada di tangan
beberapa produsen besar yang tidak dapat dikontrol maupun diawasi.

(Sumber: Hardjono&Maspiyati, Production Organisation and Employment
in The West Java Poultry Industry, 1990:| 44)
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Penyal ahgunaan Posi si

Seperti disebutkan pada bagian sebel umya,
dom nannya peranan perusahaan inti dalam UPK
bi sa nmengar ah pada ket er gant ungan dan
subordi nasi. Mekani sme seperti apa yang dapat
mencegah perusahaan inti nenanfaatkan posisinya
ini unt uk mel akukan ti ndakan-ti ndakan
penyal ahgunaan? Apakah cukup dengan
nmengandal kan nekani sne sel f-di scipline? Apabila
ti dak ada ketentuan tegas yang nengatur banyak
hal dal am hubungan kontrak dan bila penegakkan
aturan (kalaupun ada) tidak berjalan, naka
sat u-satunya yang bi sa  di harapkan hanya

kesadaran dari perusahaan inti. Padahal aspek
kesadaran ini sesungguhnya nmerupakan sesuatu
yang tidak biasa, bahkan hanpir nustahil, dal am

hubungan bi sni s.

Dari banyak kasus kita bisa saksi kan berbaga
bent uk kecurangan dan mani pul asi yang di | akukan
pi hak perusahaan inti dem nengejar keuntungan
sepi hak. Salah satu bentuk nanipulasi yang
popul er adal ah  ketika nenentukan standar
kualitas produk yang dapat diterima atau
di tampung untuk diolah dan atau dipasarkan.
Dengan nenperketat quality control, perusahaan
inti dapat nengelak dari tanggung |jawabnya
untuk nmenanpung senua produk petani ketika
pr oduksi pet ani mel anpaui kebut uhannya,
sehingga seringkali petani harus nenanggung
sisa produk tanpa alternatif pasar sama sekali

Kapasi tas Manaj enmen Dan Keahl i an
Wal aupun perusahaan inti nmerupakan perusahaan
yang pada awalnya tampak bonafid, dal am
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perjal annya sering terbukti memliki kapasitas
manaj enen sangat t er bat as. Ket i daksi apan
manaj enen perusahaan inti, termasuk krisis
keuangan yang nereka hadapi, nenjadi sebab dari
banyaknya kegagal an proyek UPK seperti kasus
kegagal an PIR Susu di Jawa Tengah dan PI R Nanas
di Jawa Barat .

Unt uk kasus-kasus PIR BUW seperti yang terjad

pada kasus PIR Cisokan di Jawa Barat, mmsal ah
manaj enen dapat juga berkaitan dengan faktor-
faktor kebijakan nmakro seperti dikenukakan
dal am kasus PIR BUN kelapa di G sokan pada
hal aman 83.

Penyi npangan dari apa yang dijanjikan dengan
kenyat aan yang nenyangkut keahlian ini dapat
di ni |l ai dari sedikitnya jumah staf yang
konpeten di |apangan. Para petugas |apangan
seringkali tidak dibekali pengetahuan nenmadai
tentang program dan hal -hal |ain yang berkaitan
dengan itu. Padahal, dal am UPK standar kualitas
yang di t unt ut ber beda dengan pasar
| okal /tradi sional, sehingga asistensi teknis
untuk neningkatkan kualitas produk sangatlah
penti ng.

KASUS PIR BUN KELAPA DI CISOKAN

Selain mengembangkan pusat pertumbuhan baru yang akan memacu
proses pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan penduduk di
daerah yang akan dijadikan lokasi PIR, ada alasan boncengan yang
dikutkan dalam legitimasi proyek PIR Bun, yang terkesan tidak ada
relevansi langsung dengan esensi PIR sebagai sarana produksi pertanian,
yaitu alasan yang berkaitan dengan aspek pertahanan kemananan dan
politis. Dari segi pertahanan dan keamanan nasional, proyek itu dapat
dilihat sebagai usaha untuk mengamankan kawasan pantai selatan
terhadap infiltrasi musuh dari luar. sementara dari segi politis ditujukan
untuk mempersempit basis dan ruang gerak kaum ‘separatis’ seperti DI/TII
yang pernah mencoba mendirikan negara Islam Indonesia dan PKI pada
dasawarsa 60-an.

Karena desakan pertimbangan aspek ‘keamanan’ ini, pembukaan proyek
PIR-Bun ini tidak memperhitungkan lagi keahlian dan pengalaman pihak
inti sebagai motor penggerak proyek. Secara de facto, perusahaan
perkebunan yang dianggap paling dekat dengan lokasi calon secara
arbiter ditetapkan sebagai pelaksana proyek sekaligus sebagai inti
meskipun mereka belum mempunyai keahlian dan prasarana untuk
menaendalikan manaiemen kehiin kelana hibrida sebanai komoditas




Ket er sedi aan Dana

Untuk nmencapai suatu kondi si usaha yang
ef ektif, biasanya dibutuhkan waktu yang cukup
panj ang karena perusahaan inti unumya tidak
| angsung berhasil| begitu saja. D butuhkan waktu

unt uk mel akukan adapt asi dan per ubahan-
perubahan rmnenuju hubungan kontrak yang i deal
Sebagai i nvestor, per usahaan inti har us

mem | i ki ketersediaan dana yang cukup besar
untuk bertahan sebelum nenperol eh keuntungan.
Kal au tidak ada fleksibilitas dal am
ket ersedi aan  dana, maka pengaruhnya akan
mengancam terhentinya kegi atan usaha di tengah
j al an.
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PIR NANAS: KASUS KEGAGALAN PERUSAHAAN INTI
‘MENGIKAT’ PETANI

Persoalan dana merupakan persoalan yang cukup penting untuk bisa
menjalankan kewajiban sebagai inti. Dengan Kketersediaan dana,
perusahaan dapat ‘mengikat’ petani plasma sehingga mampu memasok
kebutuhan bahan baku secara kontinu. Ketika penelitian dilakukan, inti
baru berhasil memperoleh dukungan dana perbankan sebagai dana
investasi. Sementara dukungan dana perbankan yang ditujukan untuk
modal kerja yang rencananya akan disalurkan kepada petani melalui
kelompok tani, belum diperoleh. Ketidakpastian dalam memperoleh
pasokan modal kerja menimbulkan ‘kemarahan’ petani. Mereka merasa
dipermainkan dengan berbagai harapan yang dijanjikan pihak perusahaan.
Keadaan tersebut menyebabkan munculnya reaksi dari petani, sebagai
pemilik lahan, mangkir memasok bahan baku nanas kepada perusahaan,
dan kembali menjualnya kepada bandar.

Kendala dana juga menyebabkan perusahaan inti tidak sepenuhnya
menyediakan dan menyalurkan sarana produksi berupa pupuk, bibit, dan
obat kepada petani plasma, meskipun hal itu dijanjikan dan termuat dalam
kontrak tertulis. Dengan kata lain, pihak inti tidak bisa memenuhi harapan
untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi plasma. Akibatnya,
tanpa pasokan sarana produksi yang telah dijanjikan, petani mempunyai
alasan kuat untuk tidak memenuhi produk nanas sesuai dengan
kesepakatan.

Jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) yang dimiliki sebagai media
untuk terjadinya proses alih teknologi, tidak memadai. Untuk keseluruhan
wilayah lahan plasma yang berjumlah 39.824.029 m2, perusahaan hanya
mengandalkan 6 orang tenaga PPL. Dengan jumlah tenaga lapangan yang
tidak memadai, proses alih teknologi yang diharapkan dapat tercipta
melalui pola PIR pangan, tidak terjadi.

(Sumber: Chotim, Disharmoni Inti-Plasma dalam Pola PIR: Kasus PIR
Pangan pada Agroindustri Nanas Subang, 1996; 53-56, & 61-62)
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Kendal a di Pi hak Pet ani

Kemanpuan Mengadopsi Teknol ogi Baru

Sebagai produsen yang |angsung nenjal ankan
proses produksi, petani nenghadapi tantangan
besar berkaitan dengan aspek produksi. Proses
produksi pada UPK unmummya nenuntut cara kerja
yang berbeda dengan pertanian tradisional
wal aupun unt uk konoditas yang serupa. Kemanpuan
mengadopsi t eknol ogi baru dalam produksi
ber kai t an dengan kultur produksi serta etos
kerja petani. Penberian ‘kepercayaan’ untuk
mel akukan proses produksi kepada petani di satu
si si berarti nmenyer ahkan risiko produksi,
tetapi di sisi lain perusahaan inti nenghadapi
risiko lain berkenaan dengan °‘penghayatan
terhadap produksi yang harus dijal ankan. Siapa
yang bisa nenjani n bahwa setel ah petani diberi
penyul uhan, rmereka |angsung manpu nenyesuai kan
diri dengan standard prosedur yang harus
di | akukan untuk proses produksi?

KASUS RENDAHNYA PRODUKTIVITAS KELAPA HIBRIDA
RAKYAT

Hal yang berkaitan dengan produktivitas kelapa adalah mengenai
rendahnya produktivitas kelapa hibrida milik rakyat, yang buahnya kecil-
kecil dan harganya murah. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai kebun
percobaan kelapa, produktivitas kelapa hibrida dapat mencapai 3,5-5 ton
kopra, tetapi di tingkat petani mencapai produktivitas 1,5-2 ton saja sulit
sekali.

Kesenjangan produktivitas ini berhubungan dengan kurang terlaksananya
paket teknologi usahatani kelapa yang seharusnya dilaksanakan oleh
petani. Sebab yang lain karena ketidakmampuan pada petani mengadopsi
teknologi tersebut akibat dari rendahnya frekuensi penyuluhan bagi
petugas perkebunan, kurangnya respon petani terhadap teknologi itu
sendiri yang diduga karena: petani tidak memiliki modal, harga produk
kelapa yang tidak stabil dan kurang berfungsinya lembaga sosial ekonomi
yang memperhatikan kehidupan petani kelapa.

(Sumber: Awang, Kelapa Kajian Sosial Ekonomi, 1994; 194-196)




KASUS AYAM RAS VS AYAM KAMPUNG (BURAS)

Memelihara ayam kampung, baik untuk telurnya maupun dagingnya,
merupakan aktivitas tradisional yang eksis sejak lama. Ada beberapa
faktor yang mendorong orang memelihara ayam kampung. Yang pertama,
dan paling penting adalah keamanan pasar. Selain keuntungan pasar ini,
merupakan kenyataan bahwa sangat sedikit perhatian yang harus
diberikan untuk membesarkan ayam kampung, yang biasanya dibiarkan
berkeliaran di halaman rumah dan pekarangan pemiliknya, mencari makan
sendiri. Tidak seperti ayam ras, ayam-ayam betina ini telah beradaptasi
dengan kondisi lingkungannya dan tidak harus dilindugi dalam kandang.
Pada saat yang sama, mereka berkembang biak secara natural dan
karenanya produsen tidak tergantung kepada pemasok anak ayam (day-
old-chicks-DOC) seperti halnya produsen ayam ras. Namun demikian,
memelihara ayam buras juga menghadapi beberapa kendala, satu hal
adalah lambatnya pertumbuhan. Dalam kaitannya dengan produksi telur,
output per ayam buras lebih rendah dari ayam ras.

(Sumber: Hardjono & Maspiyati, Production Organization and Employment
in The West Java Poultry Industry, 1990; 34-35)

Rendahnya Posi si Tawar Pet ani

Seperti telah dikenmukakan pada bagian pertana
tulisan ini, UPK pada dasarnya merupakan
mekani sme pengal i han risiko. Pada prakteknya,
bagai mana risiko di di stri busi kan sangat
tergantung pada faktor-faktor posisi tawar,
ket ersediaan alternatif, dan akses kepada
i nformasi. Bagi petani kecil, memasuki hubungan
kontrak bisa jadi |ebih nenarik dibandi ngkan
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dengan alternatif yang tersedia. O eh karena
itu, nmereka akan nmenerima saja penbagi an
keuntungan yang bisa jadi kurang proporsiona
seperti yang ditentukan di dal am kontrak. Untuk
menj aga agar hubungan kontrak dapat nenberikan
keunt ungan proporsional bagi petani, dibutuhkan

suatu kemanpuan negosi asi (karena kita
berasunsi bahwa nekanisne self-discipline di
pi hak inti semata tidak akan menj am n

tercapai nya harapan ini). Kenmanpuan negosi asi
i ni dipengaruhi ol eh banyak hal, salah satunya
adal ah adanya sarana untuk nelakukan tawar-
menawar secara kol ektif, m sal nya nel al ui
kel onpok tani atau organisasi |lainnya yang
ser upa. Kel angkaan organi sasi pet ani yang
i ndependen dan efektif nerupakan salah satu
per soal an kunci yang sangat ber pengar uh
terhadap ciri UPK di |ndonesia yang kebanyakan
kurang nmengunt ungkan pet ani .

INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PIR-BUN

Setidaknya ada 18 instansi yang terlibat dalam proyek ini antara lain
Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen
Transmigrasi, Departemen Koperasi, Departemen Tenaga Kerja,
Departemen Perindustrian, Departemen Kehakiman, Departemen Luar
Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum,
Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Bank Dalam Negeri
(BRI), Bank Luar Negeri (World Bank), Badan Pemeriksa Keuangan
Pembangunan (BPKP). Pada jenjang propinsi terlibat 25 unsur pemerintah
daerah dan kepala-kepala dinas sektoral yang berada dalam koordinasi
Gubernur. Demikian pula pada tingkat kabupaten, hampir semua dinas
sektoral terlibat dalam fase implementasi proyek, terutama dalam fase
persiapan. Pemerintah daerah pada tingkat kecamatan juga desa lebih
banyak berfungsi sebagai unsur pengawas bagi petani plasma yang
menjadi peserta PIR. Ditambah lagi dengan keterlibatan unsur militer
sebagai ‘pembina’ teritorial.

(Sumber: Gunawan dkk, Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR BUN
Jawa Barat, 1995: 44).
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